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S T A T U T A 
UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI 

 
PEMBUKAAN 

 
 

Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa 
 

Bahwa Statuta Universitas Panca Sakti Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua 

Pengurus Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 0328/KPTS/YPSB/IX/2022, tanggal 02 

September 2022, perlu direvisi/diperbaiki agar sesuai dengan tuntutan, kebutuhan tatakelola 

organisasi yang efesien dan efektif, sebagaimana kesepakatan dalam rapat tanggal 30 

Oktober 2023. 
 
Revisi/perbaikan Statuta dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus yayasan dengan 

pimpinan universitas (Pasal 130 ayat 2), dengan membentuk Tim Perbaikan/Revisi Statuta 

berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengurus Yayasan Nomor 0376/YPSB/XI/2023, tanggal 03 

November 2023. 
 
Terhitung tanggal ditetapkannya Statuta Universitas Panca Sakti hasil Revisi/perbaikan tahun 

2023, oleh Ketua Pengurus Yayasan Panca Sakti Bekasi, maka Statuta Universitas Panca Sakti 

Bekasi sebelumnya yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Panca Sakti 

Bekasi Nomor 0328/KPTS/YPSB/IX/2022, tanggal 02 September 2022, dinyatakan tidak 

berlaku. 

 
. Bekasi, 15 November 2023 



1  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Batasan Pengertian 
Pasal 1 

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 
program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

3. Menteri adalah Menteri yang menangani Pendidikan. 

4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
tinggi. 

5. Universitas Panca Sakti Bekasi atau Panca Sakti University Bekasi dengan 
singkatan PSU yang selanjutnya dalam peraturan ini dapat disebut Universitas 
adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

6. Satuan Organisasi adalah bagian dari susunan organisasi Universitas Panca Sakti 
Bekasi 

7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban 
Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

8. Program pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang 
diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan 
kedalam bahan pengajaran. 

9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar 
nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian 
kepada masyarakat. 

10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah 
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

11. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu 
kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 
proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler 
pada program studi di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi. 

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar. 
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13. Pendidikan adalah proses integrasi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. 

14.  Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

16. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

17. Fakultas adalah bagian dari organisasi universitas yang mengkoordinasikan 
kegiatan tridharma yang diselenggarakan oleh program studi 

18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

19. Pimpinan di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi adalah Rektor, Wakil 
Rektor Bidang Akademik (WR-I), Wakil Rektor Bidang Non Akademik (WR-II), 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR-III), Dekan Fakultas 

20. Rektor adalah pimpinan universitas sebagai penanggungjawab utama 
penyelenggaraan kegiatan universitas. 

21. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR-I) adalah pimpinan yang membantu Rektor 
dalam bidang akademik. 

22. Wakil Rektor Bidang Non Akademik (WR-II), adalah pimpinan yang membantu 
Rektor dalam bidang non akademik. 

23. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR-III), adalah pimpinan 
yang membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. 

24. Dekan Fakultas yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan sebagai 
penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan fakultas. 

25. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi sebagai penanggungjawab 
penyelenggaraan kegiatan pada program studi. 

26. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 
mahasiswa Universitas Panca Sakti Bekasi. 

27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat oleh yayasan 
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi. 

28. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Panca 
Sakti Bekasi. 

29. Tenaga Kependidikan atau dengan nama lain Karyawan adalah karyawan 
Universitas Panca Sakti Bekasi yang diangkat oleh yayasan untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi. 
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30. Senat Universitas Panca Sakti Bekasi, selanjutnya disebut Senat Universitas adalah 
badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Panca Sakti Bekasi. 

31. Senat Akademik Universitas Panca Sakti, selanjutnya disebut Senat Akademik 
adalah badan normatif tertinggi di Universitas Panca Sakti Bekasi dalam bidang 
akademik. 

32. Alumni adalah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan 
perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi, 
STKIP Panca Sakti Bekasi, STMIK Cikarang, STIE Indonesia Raya Jakarta. 

33. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas 
akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan 
akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

34. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik 
yang memungkinkan dosen menyampaikan fikiran dan pendapat di Universitas 
Panca Sakti Bekasi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 

35. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah 
pengembangan Universitas Panca Sakti Bekasi dalam bidang akademik dan non 
akademik untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 

36. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian 
RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

37. Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah 
rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun dan perhitungan kebutuhan keuangan untuk mewujudkan rencana kerja 
tersebut. 

38. Yayasan Panca Sakti Bekasi, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Hukum 
Penyelenggara Universitas Panca Sakti Bekasi. 

39. Badan Pelaksana Harian adalah badan yang dapat .dibentuk oleh Yayasan untuk 
pelaksanaan langsung tugas Yayasan sehari-hari dalam pengelolaan Perguruan 
Tinggi. 

40. Statuta Perguruan Tinggi adalah Statuta Universitas Panca Sakti Bekasi yang 
merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan, sebagai acuan 
merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan 
fungsional sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Panca Sakti Bekasi, berisi 
aturan dasar sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur 
yang berlaku di Universitas Panca Sakti Bekasi. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Visi 
 

"Menghasilkan Lulusan Unggul, Berkarakter, Technopreneurship, Menguasai 

Riset dan Teknologi Informasi untuk Bersaing di Tingkat Nasional pada 

Tahun 2029”. 

 
Visi di atas memiliki makna: 

1. Unggul memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi 
memiliki kelebihan disemua bidang dibandingkan dengan lulusan 
perguruan tinggi lainnya 

2. Berkarakter memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti 
Bekasi memiliki akhlak dan budi perkerti mulia, berbudaya lingkungan 
yang mencerminkan pribadi pekerja keras, ulet, tangguh dan professional. 

3. Technopreneurship memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca 
Sakti Bekasi tidak bergantung pada lapangan kerja yang ada akan tetapi 
mampu menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi. 

4. Menguasai Riset memiliki makna bahwa lulusan Universitas Panca Sakti 
Bekasi memiliki kompetensi untuk meneliti dan memiliki pola pikir ilmiah 

5. Menguasai Teknologi Informasi bahwa lulusan Universitas Panca Sakti 
Bekasi memiliki kompetensi teknologi informasi sebagaimana tututan era 
revolusi digital. 

6. Bersaing di Tingkat Nasional bahwa lulusan Universitas Panca Sakti 
Bekasi setelah unggul, berkarakter, memiliki Technopreneurship, 
menguasai riset dan teknologi informasi diharapkan mampu bersaing 
ditingkat Jawa Barat pada khususnya dan tingkat Nasional pada umumnya. 

 
Misi 

1. Melaksanakan Pembelajaran yang adaptif, inovatif, peduli lingkungan, 
fleksibel, dan menguasai kompetensi teknologi informasi. 

2. Mengintegrasikan kurikulum yang berkarakter serta mengaplikasikan 
teknologi informasi. 

3. Mengembangkan budaya akademik dalam penelitian multi disiplin yang 
bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat dan lingkungan. 

4. Meningkatkan peran Universitas dalam penyelesaian persoalan berdasarkan 
pada wawasan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat yang madani. 
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5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, untuk pengembangan dan 
peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Tujuan 
1. Terselenggaranya Pembelajaran yang adaptif, inovatif, peduli lingkungan, 

fleksibel, dan menguasai kompetensi teknologi informasi. 

2. Terintegrasinya kurikulum yang berkarakter serta mengaplikasikan 
teknologi informasi. 

3. Terselenggaranya budaya akademik dalam penelitian multi disiplin yang 
bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat dan lingkungan. 

4. Terselenggarannya peningkatan peran universitas dalam penyelesaian 
persoalan berdasarkan pada wawasan keilmuan bagi terwujudnya 
masyarakat yang madani. 

5. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, untuk pengembangan 
dan peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian 
masyarakat. 

 
 

BAB III 

IDENTITAS 
Pasal 3 

(1) Universitas Panca Sakti Bekasi adalah Perguruan Tinggi hasil penggabungan 
dan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(STKIP) Panca Sakti Bekasi di Bekasi, Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatikan dan Komputer (STMIK) Cikarang di Cikarang dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Raya di Jakarta, berdasarkan 
Keputusan Mendikbud Nomor 757/M/2020, tanggal 11 Juni 2020. 

 
(2) Lambang Universitas Panca Sakti mengandung arti: 

a. Warna Dasar Kuning mengandung arti dasar ingin memajukan daerah 
Bekasi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya dalam mencetak sumber 
daya manusia. 

b. Cakra mengandung arti Kejujuran dalam menuntut ilmu dan penyebaran 
ilmu pengetahuan. 

c. Lima pilar mengandung arti sebagai bentuk semangat dari Nilai dalam 
Pancasila. 

d. Api (obor) mengandung arti dian yang tak kunjung padam akan menerangi 
seluruh daerah sampai ke pelosok. 

 
(3) Hymne Panca Sakti 

Kibarkan panji-panji demi pendidikan 
Wujudkan cita-cita Universitas Panca Sakti Bekasi 
SDM budaya cerdas trampil bermutu 
Harapan kita semua kampus tercinta 
Kampus Universitas Panca Sakti Bekasi 
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(4) Mars Panca Sakti : 

Dengan tekad semangat menyala mari terangi dunia 
Mampu memberikan pendidikan pada generasi muda 
Universitas Panca Sakti Bekasi wahana yang sudah pasti 
Meningkatkan mutu pendidikan tuk menyongsong masa depan 
Jadilah tenaga Profesional yang handal berkompetensi 
Yang mampu bersaing dan berkarya sesuai dengan profesi 
Universitas Panca Sakti Bekasi religi dan berprestasi 
Mari jadikan insan mandiri SDM yang berkreasi 

 
Pasal 4 
Domisili 

(1) Kampus A (Kampus Utama) Universitas Panca Sakti Bekasi berkedudukan di 
Jln. Raya Hankam No.54 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, 
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 

(2) Kampus B beralamat di Jalan Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. 
(3) Kampus C beralamat di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Pusat, Kabupaten 

Bekasi. 
(4) Kampus D beralamat di Jalan Kartini, Kota Bekasi. 

 
Pasal 5 

Bendera di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi 
(1) Bendera Universitas Panca Sakti Bekasi berwarna merah muda dengan ukuran 

panjang dan lebar (3:2) dan ditengahnya terletak lambang Universitas Panca 
Sakti Bekasi 

(2) Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna Merah 
dengan ukuran panjang dan lebar (3:2) dan ditengahnya terletak lambang 
Universitas Panca Sakti Bekasi 

(3) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna Hijau dengan ukuran panjang 
dan lebar (3:2) dan ditengahnya terletak lambang Universitas Panca Sakti 
Bekasi 

(4) Bendera Fakultas Teknologi dan Sains berwarna Biru dengan ukuran panjang 
dan lebar (3:2) dan ditengahnya terletak lambang Universitas Panca Sakti 
Bekasi. 

 
Pasal 6 

Pakaian Pada Upacara Akademik 

(1) Toga Jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Senat Universitas yang terdiri 
dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
pada Masyarakat, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Wakil Dosen. 

(2) Toga Jabatan dipergunakan pada upacara-upacara akademik seperti Dies 
Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor atau Doktor 
Kehormatan. 
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(3) Bentuk busana dasar, kelengkapan toga jabatan (topi) jabatan, kalung jabatan, 
atribut pengenal diatur oleh Senat Universitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan. 

(4) Toga Wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan Universitas Panca 
Sakti Bekasi pada acara wisuda. 

(5) Bentuk dan jenis serta kelengkapan toga wisuda diatur tersendiri oleh Senat 
Universitas. 

 
 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 7 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran 

(1) Universitas Panca Sakti Bekasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Program Sarjana dan Program 
Pascasarjana serta Program Vokasi untuk berbagai bidang ilmu. 

(2) Universitas Panca Sakti Bekasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan 
pengajaran, melaksanakan prinsip kemudahan (accessability) dan kesetaraan 
(equality), menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan etika keilmuan. 

(3) Universitas Panca Sakti Bekasi menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan 
prinsip akuntabel berdasarkan azas keadilan, keterbukaan, kebersamaan, dan 
kemandirian serta memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh 
sivitas akademika dengan sasaran mewujudkan totalitas sistem budaya dan 
pendidikan bermutu. 

(4) Universitas Panca Sakti Bekasi secara konsisten melakukan inovasi, integritas 
antar dan lintas bidang, menyelenggarakan dan melaksanakan sistem 
pendidikan tinggi dengan penjaminan mutu yang dilaksanakan secara bertahap, 
terstruktur, dan berkesinambungan untuk melebihi standar nasional dalam 
rangka meningkatkan nilai tawar dan daya saing lulusan. 

(5) Universitas Panca Sakti Bekasi dalam penyelenggaraan pendidikan 
menekankan pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta 
keterampilan dan memiliki integritas kepribadian lulusan yang beriman dan 
bertaqwa. 

(6) Universitas Panca Sakti Bekasi dalam pengelolaan proses penyelenggaraan 
akademik dilakukan dengan terancana dan terkendali dalam sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang baik (good government) dan dilaksanakan 
sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(7) Universitas Panca Sakti Bekasi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dan pengajaran secara periodik, sistematik, terstruktur dan 
berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku dengan dilandasi 
dukungan dan inspirasi internal dan semangat untuk mencapai tujuan 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 
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Pasal 8 
Sistem Pendidikan 

(1) Sistem pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 
Sistem Kredit Semester (SKS) dan waktu pelaksanaannya diatur dengan sistem 
semester. 

(2) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 
belajar yang diperoleh selama satu semester. 

(3) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 
program pendidikan. 

(4) Dalam sistem kredit semester, perencanaan dan pelaksanaan program 
pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur beban studi 
mahasiswa dan dosen. 

(5) Satuan kredit semester (sks) ditentukan untuk setiap kegiatan meliputi kuliah 
atau tatap muka, terstruktur, mandiri, praktikum laboratorium, praktikum 
lapangan, seminar, skripsi dan/atau tugas akhir dan/atau thesis. 

(6) Jumlah satuan waktu yang dibutuhkan setiap satuan sks adalah 50 menit kuliah 
tatap muka secara daring dan/atau luring, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 
menit kegiatan mandiri. 

 
Pasal 9 

Kalender Akademik 

(1) Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan 
Agustus tahun berikutnya. 

(2) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran terdiri dari 
semester ganjil/gasal dan semester genap serta semester antara. 

(3) Semester Ganjil dan Semester Genap masing-masing terdiri dari enam belas 
minggu, dengan tatap muka satu kali perminggu. 

(4) Kalender Akademik secara rinci disusun oleh Wakil Rektor Bidang Akademik 
untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

 
Pasal 10 

Bobot Mata Kuliah dan Beban Belajar 

(1) Bobot mata kuliah diukur dengan satuan kredit semester (sks) yang menyatakan 
keluasan dan kedalaman materi pengetahuan dan keterampilan yang akan 
diajarkan dan didiskusikan. 

(2) Bobot dari setiap mata kuliah ditetapkan antara 1 sampai dengan 3 sks per 
minggu di dalam satu semester atau 16 kali tatap muka termasuk ujian. 

(3) Beban belajar mahasiswa dalam satu semester maksimum 24 sks. 
(4) Semester Antara hanya diikuti oleh mahasiswa yang akan memperbaiki nilai 

dengan capaian nilai maksimum B. 

(5) Semester Antara dilaksanakan setelah selesai semester genap setiap tahun 
akademik. 
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(6) Jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh untuk menyelesaikan 
program pendidikan sarjana (S1) adalah minimum 144 sks dan maksimun 160 
sks. 

(7) Jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh untuk menyelesaikan 
program pendidikan Magister (S2) adalah minimum 36 sks dan maksimun 44 
sks. 

(8) Jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh untuk menyelesaikan 
program pendidikan Diploma Tiga (D3) adalah minimum 110 sks dan 
maksimun 120 sks. 

(9) Waktu studi normal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pendidikan 
sarjana (S1) adalah 8 semester dan waktu studi maksimum adalah 14 semester. 

(10) Waktu studi normal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pendidikan 
Magister (S2) adalah 4 semester dan waktu studi maksimum adalah 8 semester. 

(11) Waktu studi normal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pendidikan 
Diploma Tiga (D3) adalah 6 semester dan waktu studi maksimum adalah 10 
semester. 

 
Pasal 11 

Kurikulum dan Bahasa Pengantar 

(1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah rencana dan pengaturan mengenai isi 
maupun bahan kajian dan pembelajaran serta penyampaian dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di 
perguruan tinggi. 

(2) Kurikulum Universitas Panca Sakti Bekasi berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan dan sesuai dengan pendekatan kebutuhan stakehorlders 
dan pengguna jasa lainnya. 

(3) Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan visi, misi 
dan tujuan Program Studi mengacu pada visi, misi dan tujuan Universitas. 

(4) Kurikulum harus dikembangkan dan diimplementasikan berbasis kompetensi 
mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang 
didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. 

(5) Kurikulum dievaluasi secara periodik, sistematik, terstruktur, dan 
berkesinambungan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

(6) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia. 
Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sejauh 
diperlukan. 

 
Pasal 12 

Penyelenggaraan Perkuliahan 
(1) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan akademik untuk mengisi kartu rencana 

studi (KRS) sesuai dengan beban sks yang diambil dengan memperhatikan/ 
mempertimbangkan hasil studi pada semester sebelumnya. 

(2) Pembatalan mata kuliah oleh mahasiswa setelah dilaksanakan perkuliahan tatap 
muka kedua dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(3) Keterlambatan pendaftaran mata kuliah dari jadwal yang telah ditetapkan dan 
perkuliahan telah dimulai tidak dapat diterima. 

(4) Jadwal perkuliahan dan praktikum diatur sesuai dengan kebutuhan masing- 
masing Program Studi. 

(5) Sebelum perkuliahan dimulai, pada pertemuan pertama, dosen harus 
menyampaikan penjelasan rencana pembelajaran satu semester (RPS) kepada 
mahasiswa. 

(6) Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan (tatap muka), 
belajar online, praktikum, diskusi, seminar, symposium, lokakarya dan 
kegiatan ilmiah lainnya. 

(7) Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan tatap muka maupun belajar 
online diwajibkan minimal 75% dari jumlah mengikuti pembelajaran 
seharusnya untuk dapat mengikuti ujian tengah semester (UTS) maupun ujian 
akhir semester (UAS). 

(8) Penyelenggaraan perkuliahan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan, jika berhalangan, dosen dapat mengganti perkuliahan pada waktu 
yang sudah disepakati dengan mahasiswa dan Program Studi yang 
bersangkutan. 

(9) Jika dosen berhalangan tetap, maka penggantinya harus ditetapkan oleh Dekan 
atas usulan Ketua Program Studi. 

(10) Pelaksanaan perkuliahan secara teknis diatur dalam buku Pedoman Akademik 
Universitas. 

 
Pasal 13 
U j i a n 

(1) Penyelenggaraan ujian semester dilaksanakan dalam bentuk ujian tengah 
semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 

(2) Jenis ujian terdiri dari ujian teori, ujian praktik, ujian skripsi dan/atau ujian tugas 
akhir dan/atau ujian thesis. 

(3) Ujian akhir program terdiri dari ujian skripsi dan/atau ujian tugas akhir dan/atau 
ujian thesis setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban sks pada Program 
Studi terkait. 

(4) Ujian akhir program dilakukan secara menyeluruh (comprehensive) 
berdasarkan penalaran yang menekankan pada materi kuliah, bahan pustaka 
dengan mengikuti perkembangan ilmu. 

 
Pasal 14 

Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar 
(1) Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah diberikan. 

(2) Evaluasi dan penilaian hasil belajar setiap mata kuliah meliputi beberapa aspek 
dan dilakukan secara sistematis mencakup semua komponen kegiatan 
perkuliahan yang dilakukan mahasiswa. 
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(3) Penilaian hasil belajar didasarkan pada hasil ujian tengah semester (30%), ujian 
akhir semester (35%), tugas-tugas, diskusi/presentasi (20%) dan kehadiran tatap 
muka secara daring dan/atau luring (15%), sedangkan bobot presentase mata 
kuliah yang pelaksanaannya dalam bentuk seminar, workshop dan laboratorium 
akan diatur dalam peraturan tersendiri. 

(4) Skripsi dan/atau tugas akhir dan/atau thesis mahasiswa dibimbing oleh dua 
orang dosen tetap yang telah mempunyai NIDN, dan satu diantaranya telah 
memiliki jenjang jabatan akademik. 

(5) Skripsi dan/atau tugas akhir dan/atau thesis mahasiswa diuji oleh dosen tetap 
yang telah mempunyai NIDN dan/atau reviewer yang berkompeten. 

(6) Klasifikasi penilaian kemampuan mahasiswa akan diatur dalam peraturan 
tersendiri. 

(7) Penilaian kemampuan mahasiswa diklasifikasikan sebagai berikut : 
 

Rentangan Nilai Konversi Predikat 
80,00 sd. 100 A Baik Sekali 

69,00 sd. 79,99 B Baik 
56,00 sd. 68,99 C Cukup 
40,00 sd. 55,99 D Kurang 
0,00  sd. 39,99 E Sangat Kurang 

 
(8) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester dan 

menghitung indeks prestasi (IP) dengan menggunakan nilai huruf yang diberi 
bobot sebagai berikut : A=4, B=3, C=2, D=1, dan E=0,. 

 
Pasal 15 

Yudisium 
(1) Penyelesaian program pendidikan pada program studi di di Universitas Panca 

Sakti Bekasi ditetapkan dalam rapat Yudisium. 

(2) Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa dari program studi di 
Universitas Panca Sakti Bekasi 

 
Pasal 16 

Penyelesaian Program Pendidikan Program Sarjana 
(1) Mahasiswa dinyatakan lulus menyelesaikan Program Pendidikan Program 

Sarjana dalam rapat Yudisium, jika memenuhi syarat-syarat akademik sbb : 

a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan; 
b. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00; 
c. Tidak ada nilai D dan E; 
d. Lulus ujian skripsi dan/atau tugas akhir. 

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut : 
a. Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumlaude) apabila: 

1) Indeks prestasi kumulatif 3,76 sd. 4,00; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 
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b. Dengan Pujian (Cumlaude) apabila: 
1) Indeks prestasi kumulatif 3,51 sd. 3,75; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 
c. Sangat Memuaskan apabila: 

1) Indeks prestasi kumulatif 2,76 sd. 3,500. 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 
d. Memuaskan indeks prestasi kumulatif  2,00 sd. 2,75. 

 
Pasal 17 

Penyelesaian Program Pendidikan Program Diploma 
(1) Mahasiswa dinyatakan lulus menyelesaikan Program Pendidikan Program 

Diploma dalam rapat Yudisium, jika memenuhi syarat-syarat akademik sbb: 

a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan; 
b. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00; 
c. Tidak ada nilai D dan E; 
d. Tugas akhir. 

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut: 
a. Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumlaude) jika: 

1) Indeks prestasi kumulatif 3,76 sd. 4,00; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 

b. Dengan Pujian (Cumlaude) jika: 
1) Indeks prestasi kumulatif 3,51 sd. 3,75; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal 

c. Sangat Memuaskan jika: 
1) Indeks prestasi kumulatif 2,76 sd. 3,500; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 
d. Memuaskan indeks prestasi kumulatif  2,00 sd. 2,75. 

 
Pasal 18 

Penyelesaian Program Pendidikan dan Predikat Kelulusan Pascasarjana 
(1) Mahasiswa Program Pendidikan Program Pascasarjana dinyatakan lulus 

dalam rapat Yudisium, jika memenuhi syarat-syarat akademik sbb: 
a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan; 
b. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00; 
c. Tidak ada nilai D dan E; 
d. Tesis dan/atauTugas akhir. 

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut: 
a. Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumlaude) jika: 

1) Indeks prestasi kumulatif 3,76 sd. 4,00; 
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2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 
normal. 

b. Dengan Pujian (Cumlaude) jika: 
1) Indeks prestasi kumulatif 3,51 sd. 3,75 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal 

c. Sangat Memuaskan jika: 
1) Indeks prestasi kumulatif 3,26 sd. 3,500; 
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi 

normal. 
d. Memuaskan indeks prestasi kumulatif  3,00 sd. 3,25. 

 
Pasal 19 

Penerimaan Mahasiswa 

(1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan program diploma 
diselenggarakan setiap tahun sebelum tahun akademik dimulai. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru program pascarasjana dapat diselenggarakan 
setiap semester 

(3) Sistem penerimaan dan seleksi serta keputusan diterimanya calon mahasiswa 
baru diatur dalam peraturan tersendiri. 

(4) Penerimaan mahasiswa asing (bukan berkewarganegaraan Indonesia) 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 20 

Administrasi Akademik 

(1) Registrasi adalah proses yang wajib dilakukan oleh calon mahasiswa untuk 
memperoleh status sebagai mahasiswa Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Her-registrasi wajib dilakukan mahasiswa sebelum perkuliahan semester 
berikutnya dilaksanakan. 

(3) Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester 
berturut-turut maka status yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan 
akan dikeluarkan dari Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(4) Mahasiswa berkewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) 
tetap dan BPP sks melalui Bank. BPP tetap dapat dibayar sekaligus pada awal 
terdaftar di Universitas Panca Sakti Bekasi atau dengan angsuran sesuai 
ketentuan. Sedangkan BPP sks pembayarannya setiap awal semester 
berdasarkan jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa. 

(5) Bukti setoran BPP tetap dan BPP sks diperlukan sebagai syarat melakukan 
registrasi maupun herregistrasi. 

(6) Mahasiswa yang akan berhenti sementara baik karena cuti akademik dan/atau 
hal lainnya diwajibkan mengajukan surat permohonan cuti akademik dan 
membayar biaya administrasi cuti. 
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(7) Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi sampai waktu yang telah 
ditetapkan maka secara otomatis akan dianggap sebagai mahasiswa cuti dan 
tetap membayar biaya administrasi cuti. 

(8) Mahasiswa yang tidak melaksanakan her-registrasi tidak mendapatkan layanan 
akademik dan non akademik selama semester berlangsung. 

(9) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu dan/atau berprestasi 
diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada 
Rektor untuk memperoleh persetujuan Ketua Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 21 

Penyelenggaraan Penelitian 

(1) Penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian dan 
road map penelitian yang telah ditetapkan. 

(2) Penelitian dikembangkan dalam bentuk penelitian ilmiah dan penelitian terapan 
yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan IPTEK dan 
meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 

(3) Penelitian dilakuan oleh dosen, kelompok dosen, baik penelitian lapangan, 
penelitian pustaka yang mencakup penelitian masyarakat, institusional, regional 
maupun internasional. 

(4) Dalam hal melaksanakan penelitian dosen dapat menyertakan mahasiswa. 
(5) Penelitian yang dilakuan oleh mahasiswa wajib dibimbing oleh dosen. 

(6) Publikasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian harus dilaksanakan dengan 
menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual yang merupakan output dari 
kegiatan penelitian, dan pemanfaatannya dilakukan untuk kepentingan 
masyarakat pengguna. 

(7) Hasil-hasil penelitian dipublikasikan dan dikomunikasikan pada kalangan 
ilmuwan, profesional dan masyarakat luas. 

 
Pasal 22 

Kerjasama Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian 

(1) Kerjasama penelitian dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan lembaga- 
lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. 

(2) Realisasi kerjasama penelitian dapat dilaksanakan setelah ditandatangani 
perjanjian kerjasama oleh dua belah pihak. 

 
Pasal 23 

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

(1) Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu kepada Rencana 
Induk dan road map Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan 

(2) Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ialah menerapkan ilmu 
pengetahuan untuk mendayagunakan potensi masyarakat agar mampu 
membangun dan melakukan perbaikan kondisi kehidupan dan lingkungan 
sekitarnya. 
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(3) Program pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh dosen dan/atau 
dapat juga oleh seluruh sivitas akademika Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(4) Program pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terpadu 
dengan kegiatan pendidikan dan penelitian serta dikembangkan dalam bentuk 
pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pelayanan masyarakat. 

(5) Dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, aspek manfaat 
harus diutamakan agar dapat memberi kontribusi nyata pada masyarakat dengan 
cara proaktif menggali dan memilih kegiatan yang dapat meningkatkan peran 
serta dan pengetahuan masyarakat. 

 
Pasal 24 

Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(1) Dana untuk melaksanakan Penelitian dan PKM diperoleh dan bersumber dari: 

a. Universitas Panca Sakti Bekasi berdasarkan anggaran tahunan; 
b. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat; 
c. Lembaga-lembaga lain di dalam dan luar negeri. 

(2) Dana dari pihak luar dapat berupa bantuan, subsidi, hibah, kerjasama penelitian 
dan PKM, dan dana yang ditanggung oleh lembaga atau masyarakat pemberi 
pekerjaan penelitian dan PKM. 

(3) Ketentuan tentang dana penelitian yang berasal dari pihak luar diatur oleh 
Rektor. 

 
Pasal 25 

Hak Kekayaan Intelektual dan/atau Paten 

1) Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan 
diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam 
wujud tetap. 

2) Pendaftaran Hak Cipta dan/atau Paten untuk keperluan pembuktian dan/atau 
perlindungan hukum. 

3) Suatu ciptaan yang berwujud secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan 
tersebut. 

4) Publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta. 

5) Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta bertujuan untuk 
mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat 
mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

6) Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan 
dalam bentuk yang nyata. 

7) Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak 
cipta. 

8) Pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan 
mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal 



16  

di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan 
tersebut. 

9) Ciptaan didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Kemenkum HAM). 

10) dalam rangka melindungi karya dan menumbuhkan rasa menghargai karya 
milik orang lain, maka produk temuan penelitian dan/atau hasil pengabdian 
kepada masyarakat dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk 
memperoleh hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual dan/atau hak paten. 

 
 

BAB V 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 
 

Pasal 26 
(1) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Panca Sakti Bekasi adalah lembaga 

pelaksana kegiatan sistemik untuk menstandarkan dan meningkatkan mutu 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan 
merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah pengarahan dan 
bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Lembaga Penjaminan Mutut 
berkoordinasi dengan para Wakil Rektor. 

(4) Penjaminan mutu internal Universitas Panca Sakti Bekasi dilakukan melalui 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, rekomendasi perbaikan 
untuk meningkatkan mutu program Tridharma secara berencana dan 
berkelanjutan. 

(5) Penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh Gugus 
Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin oleh seorang Ketua. 

(6) Ketua Gugus Kendali Mutu diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu. 

(7) Penjaminan mutu internal pada tingkat program studi dilaksanakan oleh Tim 
Kendali Mutu (TKM) yang dipimpin oleh seorang Ketua. 

(8) Ketua Tim Kendali Mutu (TKM) diangkat oleh Rektor atas usul Kepala 
Lembaga Penjaminan Mutu. 

(9) Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan program-program 
Tridharma harus dilakukan pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu 
akademik dan administrasi pelayanan semua unsur organisasi pelaksana baik di 
tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, maupun unit-unit 
pelaksana lainnya. 

(10) Pengawasan dan evaluasi terhadap program Tridharma dilakukan secara 
sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan menggunakan 
alat ukur yang jelas dan dapat diterima serta dikembangkan. 
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(11) Penjaminan mutu internal pada Universitas merupakan bagian dari tanggung 
jawab Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. 

(12) Penjaminan mutu internal pada Fakultas merupakan bagian dari tanggung 
jawab Ketua Gugus Kendali Mutu. 

(13) Penjaminan mutu internal pada Program Studi merupakan bagian dari tanggung 
jawab Ketua Tim Kendali Mutu. 

(14) Pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu  dilakukan untuk menjamin: 
a. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, peraturan mutu, serta 

manual mutu. 
b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi dan spesifikasi sesuai dengan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan di setiap Program 
Studi 

c. Relevansi  program  Tridharma  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan 
stakeholders lainnya. 

(15) Penerapan dan pelaksanaan serta mekanisme penjaminan mutu diatur tersendiri 
dan lebih rinci dalam manual prosedur implementasi penjaminan mutu 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

 
Pasal 27 

(1) Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal untuk melakukan penilaian 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional 
pendidikan tinggi yang dilakukan untuk menuntukan kelayakan Program Studi 
dan Institusi. 

(2) Akreditasi sebagai bukti bahwa Program Studi dan Institusi yang terakreditasi 
telah memenuhi standar mutu yang diterapkan oleh BAN-PT dan/atau LAM. 

(3) Akreditasi mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 
penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi standar dan mendorong 
Institusi, Program Studi secara terus menerus melakukan perbaikan untuk 
mempertahankan mutu yang tinggi. 

(4) Penilaian mutu dalam rangka akreditasi dilandasi oleh standar yang lengkap dan 
jelas sebagai tolok ukur penilaian untuk menghasilkan penilaian yang objektif 
dan transparan. 

(5) Penerapan dan peningkatan standar mutu program-program Tridharma yang 
disyaratkan untuk memenuhi standar akreditasi BAN-PT dan/atau LAM yang 
optimal harus terus diupayakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan 
konsisten serta berkesinambungan oleh seluruh tingkatan manajemen 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

 
 

BAB VI 
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 

 
Pasal 28 

Kebebasan Akademik 
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(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika Universitas 
Panca Sakti Bekasi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. 

(2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar/profesor 
dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah (telah bergelar 
Doktor atau setara) untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab 
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

 
Pasal 29 

Mimbar Akademik 
(1) Mimbar akademik dipercayakan kepada dosen yang telah membuktikan 

kemampuan akademik luar biasa dalam disiplin ilmu berkaitan dengan bidang 
ilmu kajian pokok di Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Seorang dosen dapat menjadi guru besar dan menduduki mimbar akademik 
tertentu didasarkan atas kesesuaian disiplin ilmu yang menandai kepakaran 
yang bersangkutan dengan mimbar-mimbar akademik yang tersedia sesuai 
dengan ketentuan peraturan. 

 
Pasal 30 

Otonomi Keilmuan 
Otonomi kelimuan merupakan otonomi Sivitas Akademika Universitas Panca Sakti 
Bekasi pada bidang ilmu pengetahuan dalam menemukan, mengembangkan, 
mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode 
keilmuan, dan budaya akademik. 

 
 

BAB VII 
WISUDA, GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN 

 
Pasal 31 
Wisuda 

(1) Mahasiswa berhak mengikuti wisuda apabila telah dinyatakan lulus dalam 
rapat yudicium. 

(2) Kegiatan wisuda dapat dilakukan satu kali dalam satu semester, dan apabila 
keadaan tidak memungkinkan dapat diselenggarakan satu kali dalam dua 
semester. 

Pasal 32 
Gelar Kelulusan 

(1) Lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi diberikan hak untuk menggunakan 
gelar akademik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian penghargaan dan gelar akademik kepada mahasiswa apabila telah 
memenuhi persyaratan akademik maupun administratif yang diputuskan 
melalui rapat yudisium dan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik 
bersama dengan Dekan dan/atau Ketua Program Studi. 
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(3) Sebutan gelar untuk lulusan Program Vokasi Program Diploma Tiga (D3) 
adalah Ahli Madya. 

(4) Sebutan gelar akademik untuk lulusan Program Sarjana Strata Satu (S1) adalah 
Sarjana. 

(5) Sebutan gelar akademik untuk lulusan Program Strata Dua (S2) adalah 
Magister. 

(6) Pencantuman gelar akademik bagi lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi 
adalah di belakang nama yang bersangkutan. 

 
Pasal 33 

Penghargaan 

(1) Rektor dapat mengusulkan pemberian penghargaan berupa tanda jasa untuk 
anggota masyarakat yang telah berjasa besar dalam mengembangkan 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Penetapan pemberian tanda jasa untuk anggota masyarakat didasarkan hasil 
penilaian panitia yang diangkat oleh Rektor. 

(3) Keputusan pemberian tanda jasa ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus 
Yayasan. 

(4) Tanda jasa yang dianugerahkan untuk anggota masyarakat terdiri atas sebuah 
medali dan piagam. 

(5) Tanda jasa diserahkan oleh Rektor dengan disaksikan oleh Pengurus Yayasan 
dalam upacara pemberian tanda jasa. 

 
 

BAB VIII 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

Pasal 34 
Kewajiban Mahasiswa 

(1) Mahasiswa berkewajiban untuk: 
a. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan kode etik yang berlaku di 

Universitas Panca Sakti Bekasi dan/atau di Fakultas dan/atau Program 
Studi yang berada dalam lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi; 

b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan 
keamanan lingkungan kampus Universitas; 

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sampai selesai, 
kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan; 

d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mendukung 
terciptanya budaya akademik; 

e. Menjaga kewibawaan, nama baik dan citra Universitas serta menjunjung 
tinggi kebudayaan daerah dan nasional. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan Universitas. 
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Pasal 35 
Hak Mahasiswa 

(1) Mahasiswa mempunyai hak: 
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menggali, mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma, kaedah dan 
kepatutan yang berlaku dalam lingkungan akademik; 

b. Memperoleh pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan bidang 
akademik dan/atau non akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran 
dan kemampuan; 

c. Memanfaatkan fasilitas Universitas Panca Sakti Bekasi dalam rangka 
kelancaran proses tridharma; 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program 
Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi; 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang 
diikuti serta hasil belajarnya; 

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan persyaratan; 

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan/pedoman Universitas Panca Sakti Bekasi. 

 
Pasal 36 
Alumni 

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Universitas 
Panca Sakti Bekasi termasuk lulusan dari STKIP Panca Sakti Bekasi, STMIK 
Cikarang, dan STIE Indonesia Raya Jakarta. 

(2) Alumni secara langsung terdaftar sebagai anggota organisasi alumni yang 
bertujuan untuk membina hubungan dan memberi sumbangan baik moril 
maupun materil dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan 
Universitas Panca Sakti Bekasi 

 
 

BAB IX 

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 

Bagian Kesatu 
Badan Penyelenggara 

Pasal 37 
Yayasan Penyelenggara dan Kedudukan 

(1) Badan Penyelenggara Universitas Panca Sakti Bekasi adalah Yayasan Panca 
Sakti Bekasi. 

(2) Yayasan Panca Sakti Bekasi berkedudukan di Kota Bekasi. 

(3) Yayasan didirikan tanggal 19 September 2008 dengn Akte Notaris Wawik 
Handayani, SH Nomor 15 dengan nama Yayasan  Panca Sakti dan Akte 
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Perubahan tentang Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 2 tahun 2011. Akte 
Perubahan tentang Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 6 tanggal 22 Juli 2014 
dengan Notaris Fitrilia Novia D J., S.H. Akte perubahan tentang Yayasan 
Panca Sakti Bekasi Nomor 10 tanggal 23 April 2015 dengan Notaris Fitrillia 
Novia DJ, S.H. Akte perubahan tentang Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 8 
tanggal 22 September 2017 dengan Notaris Fitrillia Novia DJ, S.H., Akte 
perubahan tentang Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 4 tanggal 10 November 
2022 dengan Notaris Rasyida Thalib, S.H., M.Kn. Bekasi. 

 
Pasal 38 

Badan Pelaksana Harian ( BPH ) 

(1) BPH adalah badan yang dapat dibentuk oleh Yayasan yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Yayasan. 

(2) BPH terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, 
seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota 
dan sekurang-kurangnya seorang anggota bukan pengurus Yayasan dengan 
ketentuan bahwa Ketua BPH berpengalaman dalam mengelola Perguruan 
Tinggi. 

(3) Pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan. 

(4) Masa bakti keanggotaan BPH adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

 
Bagian Kedua 

Organisasi, Tugas dan Wewenang 

Pasal 39 
Organisasi Universitas Panca Sakti Bekasi 

(1) Organisasi Universitas ditetapkan dengan keputusan ketua pengurus yayasan. 
(2) Organisasi Universitas Panca Sakti Bekasi terdiri dari organisasi struktural dan 

non struktural. 
(3) Organisasi struktural ialah: 

a. Pimpinan; 
b. Pelaksana program-program Tridharma; 
c. Penunjang program-program Tridharma. 

(4) Organisasi Non Struktural ialah: 
a. Senat Universitas; 
b. Senat Akademik; 
c. Senat Mahasiswa; 
d. Forum Dosen; 
e. Persatuan Karyawan; 
f. Koperasi Kesejahteraan Karyawan; 
g. Ikatan Alumni. 
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Pasal 40 
Pimpinan Universitas Panca Sakti Bekasi 

(1) Pimpinan Universitas Panca Sakti Bekasi terdiri atas Rektor, Wakil Rektor 
(WK) dan Dekan. 

(2) Rektor adalah pimpinan universitas sebagai penanggungjawab tertinggi 
penyelenggaraan kegiatan universitas yang bertanggungjawab langsung 
kepada Pengurus Yayasan. 

(3) Wakil Rektor ialah pejabat yang membantu Rektor dalam melaksanakan 
program Tridharma dan program penunjang Tridharma, dan bertanggung jawab 
kepada Rektor. 

(4) Wakil Rektor terdiri dari: 
a. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR-I); 
b. Wakil Rektor Bidang Non Akademik (WR-II); 
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR-III). 

(5) Dekan adalah pimpinan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan 
fakultas yang bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
Pasal 41 

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Rektor 

(1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) 
dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas dan 
mengusulkan guna memperoleh persetujuan Pengurus Yayasan. 

(2) Menyusun, menetapkan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan Tridharma 
serta memberikan pengarahan pelaksanaan program-program Tridharma, 
membina sivitas akademika, tenaga kependidikan dengan menciptakan situasi 
yang kondusif di lingkungan Universitas. 

(3) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas 
berdasarkan Renstra Universitas dan mengusulkan sebelum tanggal 30 Juni 
untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan paling lambat tanggal 31 Juli setiap 
tahun. 

(4) Melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, 
dan swasta dalam dan luar negeri serta masyarakat luas dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan peran Universitas dalam pembangunan 
nasional. 

(5) Melaksanakan dan membina kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan 
di luar negeri dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, dan pertukaran 
dosen dan mahasiswa, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua 
Pengurus Yayasan. 

(6) Mengusulkan jabatan dan kenaikan jabatan akademik dosen tetap Universitas 
kepada instansi terkait. 

(7) Menandatangani ijazah bagi lulusan, dan dokumen penting lainnya yang terkait 
dengan penyelenggaraan tridharma. 

(8) Mengusulkan calon wakil rektor secara tertulis kepada pengurus yayasan. 
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(9) Mengusulkan pemberhentian wakil rektor secara tertulis kepada pengurus 
yayasan. 

(10) Mengangkat, membina dan memberhentikan Dekan, Kepala Lembaga, Ketua/ 
Sekretaris Program Studi, dan unsur pimpinan unit lainnya. 

(11) Mengangkat, membina dan memberhentikan, pimpinan unit kerja di bawah 
Wakil Rektor atas usulan Wakil Rektor terkait. 

(12) Menetapkan melalui Peraturan Universitas tentang Fungsi, Tugas dan 
Wewenang dan tanggung jawab unit kerja dan/atau bagian dalam bidang 
layanan akademik, layanan administrasi umun dan keuangan, unit pelaksana 
teknis. 

(13) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang 
melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, 
sesuai dengan statuta dan/atau peraturan Universitas. 

(14) Bertindak keluar atas nama dan untuk kepentingan Universitas Panca Sakti 
Bekasi 

(15) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program Tridharma. 
(16) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan/atau pelaksanaan 

program dan kegiatan pada setiap akhir tahun akademik dan/atau masa akhir 
jabatan kepada Yayasan. 

(17) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Rektor dapat dibantu oleh 
Sekretaris yang mengelola dan mencatat segala aktivitas dan rencana kerja 
Rektor serta menginformasikan atau mengingatkan Rektor atas rencana kerja 
yang sudah ditetapkan. 

 
Pasal 42 

Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Wakil Rektor Bidang Akademik (WR-I) 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab operasional, merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan program- 
program bidang akademik. 

(2) Membuat kebijakan teknis untuk kelancaran pengelolaan bidang akademik. 
(3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Wakil Rektor Bidang Akademik 

membawahi Biro Administrasi Akademik, dengan Bagian dan UPT yang 
relevan. 

(4) Membuat, menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan 
(RKAT) Bidang Akademik paling lambat pada akhir bulan Mei. 

(5) Melaksanakan koordinasi program-program kegiatan pada tingkat fakultas, 
Program Studi, dan/atau unit penunjang. 

(6) Melakukan pembinaan terkait tridharma kepada dosen, pejabat struktural, dan 
staf di lingkungan WR-I 

(7) Mengusulkan nama calon Dekan dan/atau calon Ketua Program Studi terpilih 
kepada Rektor. 
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(8) Memberikan teguran kepada dosen khusus pelanggaran bidang akademik, kode 
etik, dan peraturan yang berlaku di Universitas, berdasarkan laporan Dekan. 

(9) Memberikan teguran kepada pejabat struktural dan staf di lingkungan WR-I 
yang melakukan pelanggaran peraturan dan/atau kode etik serta melaporkan 
secara tertulis kepada Rektor. 

(10) Mengusulkan kepada rektor untuk menjatuhkan sanksi terhadap dosen, pejabat 
struktural, dan staf di lingkungan WR-I yang melakukan pelanggaran peraturan 
dan kode etik. 

(11) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan operasional bidang 
akademik dan penunjangnya. 

(12) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir tahun 
akademik dan/atau akhir masa jabatan kepada Rektor. 

(13) Dalam hal Rektor berhalangan WR-I berkewajiban mewakili Rektor untuk 
kepentingan Universitas sesuai kewenangannya. 

 
Pasal 43 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Wakil Rektor Bidang Non Akademik (WR-II) 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab operasional dalam 
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan 
pengelolaan Bidang Non Akademik. 

(2) Membuat kebijakan teknis untuk kelancaran pengelolaan Bidang Non 
Akademik. 

(3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan WR-II membawai Biro Administrasi 
Umum dan Keuangan dengan Bagian dan UPT yang relevan. 

(4) Membuat, menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan 
(RKAP) Bidang Non Akademik paling lambat pada akhir bulan Mei. 

(5) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Universitas Panca 
Sakti Bekasi paling lambat pada akhir bulan Mei. 

(6) Melaksanakan koordinasi program-program kegiatan pada Bidang Non 
Akademik. 

(7) Melakukan pembinaan, pejabat struktural, dan staf di lingkungan WR-II. 

(8) Memberikan teguran kepada pejabat struktural dan staf di lingkungan WR-II 
yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik 

(9) Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan Bagian SDM/WR-II, apabila 
terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat struktural, staf, dan dosen, 
maka WR-II mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan peringatan 
dan/atau sanksi. 

(10) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Bidang Non Akademik. 
(11) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir tahun 

akademik dan/atau akhir masa jabatan kepada Rektor. 
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(12) Dalam hal Rektor berhalangan WR-II berkewajiban mewakili Rektor untuk 
kepentingan Universitas sesuai kewenangannya. 

 
Pasal 44 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR-III) 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab operasional, merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan 
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

(2) Membuat kebijakan teknis untuk kelancaran pengelolaan Bidang 
Kemahasiswaan dan Kerjasama 

(3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan WR-III membawahi Bagian dan 
UPT yang relevan 

(4) Membuat, menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan 
(RKAP) Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama paling lambat pada akhir bulan 
Mei. 

(5) Mengembangkan kerjasama tridharma dengan perguruan tinggi dan instansi 
lainnya baik dalam maupun luar negeri. 

(6) Melaksanakan koordinasi program-program kegiatan pada Bidang 
Kemahasiswaan dan Kerjasama 

(7) Melakukan pembinaan kepada mahasiswa, alumni, pejabat struktural, dan staf 
di lingkungan WR-III. 

(8) Memberikan teguran kepada pejabat struktural dan staf di lingkungan WR-III 
yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik 

(9) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Bidang Kemahasiswaan 
dan Kerjasama 

(10) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir tahun 
akademik dan/atau akhir masa jabatan kepada Rektor. 

(11) KDalam hal Rektor berhalangan WR-III berkewajiban mewakili Rektor untuk 
kepentingan Universitas sesuai kewenangannya. 

 
Pasal 45 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Pimpinan Fakultas (Dekan) 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan di 
lingkungan fakultas. 

(2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tridharma pada Program Studi-Program 
Studi di lingkungan fakultas. 

(3) Melakukan pembinaan terhadap ketua Program Studi, sekretaris, dosen, dan staf 
di lingkungan fakultas 
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(4) Memberikan teguran kepada ketua Program Studi, sekretaris, dosen, dan staf 
di lingkungan fakultas yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik 
serta pelanggaran ketentuan peraturan lainnya. 

(5) Memberikan teguran kepada mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa 
di bidang akademik. 

(6) Dalam hal Rektor/Wakil Rektor berhalangan Dekan berkewajiban mewakili 
untuk kepentingan Universitas sesuai kewenangannya. 

(7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir tahun 
akademik dan/atau akhir masa jabatan kepada Rektor. 

 
Pasal 46 

Pelaksana Tugas Rektor 
(1) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, Rektor dapat menunjuk WR-I 

sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Rektor. 
(2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pengurus Yayasan mengangkat Pelaksana 

Tugas (Plt) Rektor sebelum pemilihan dan pengangkatan Rektor defenitif. 
 

Bagian Ketiga 
Organisasi Program Tridharma 

 
Pasal 47 

Pelaksana Program Tridharma 
Pelaksana Program Tridharma terdiri dari Pelaksana Program Pendidikan, Program 
Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat. 

 
Pasal 48 

Pelaksana Program Pendidikan 

Pelaksana Program Pendidikan adalah program-program pendidikan dan 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi menurut bidang ilmu. 

 
Pasal 49 

Pelaksana Program Penelitian 

Program Penelitian adalah program-program penelitian yang pelaksanaannya 
dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

 
Pasal 50 

Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat adalah program-program pengabdian 
kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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Pasal 51 
Pimpinan Program Studi 

(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 
seorang Sekretaris Program Studi. 

(2) Ketua Program Studi di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada 
Dekan sebagai pimpinan Fakultas. 

 
Pasal 52 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Ketua Program Studi 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan 
Program Studi. 

(2) Membuat dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 
paling lambat pada akhir bulan Mei. 

(3) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan 
Program Studi. 

(4) Ketua Program Studi dalam menjalankan kegiatan operasional dapat dibantu 
oleh seorang Sekretaris Program Studi dan/atau beberapa staf administrasi 
sesuai kebutuhan. 

(5) Melakukan pembinaan, dosen, sekretaris, dan staf di lingkungan Program 
Studi. 

(6) Menyampaikan laporan kepada Dekan tentang pelanggaran kode etik dan 
peraturan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen. 

(7) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Program Studi. 

(8) Dalam hal Dekan berhalangan, Ketua Program Studi berkewajiban mewakili 
sesuai kewenangannya. 

(9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Program Studi pada 
setiap akhir tahun akademik dan/atau akhir masa jabatan kepada Dekan. 

 
Pasal 53 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pelaksana 
dharma kedua dan ketiga dari Tridharma yang menunjang dan memberi 
landasan pada kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berfungsi 
melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
bidang ilmu yang diselenggarakan. 

(3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh 
seorang Kepala yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala LPPM dapat dibantu oleh 
seorang sekretaris dan/atau sejumlah staf sesuai kebutuhan. 
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Pasal 54 
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) paling lambat pada 
akhir bulan Mei. 

(3) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(4) Menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan, lokakarya, diskusi dan 
melakukan kerja sama penelitian dengan instansi pemerintah, instansi swasta, 
perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. 

(5) Menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan, lokakarya, diskusi dan 
melakukan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi 
pemerintah, instansi swasta, perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. 

(6) Membina dan memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

(7) Memberikan teguran kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan mengusulkan kepada Rektor 
untuk menjatuhkan sanksi. 

(8) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional lembaga 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir 
semester dan/atau akhir masa jabatan kepada Rektor. 

(10) Dalam hal Rektor berhalangan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat berkewajiban mewakili sesuai kewenangannya. 

 
 

Bagian Keempat 
Organisasi Penunjang Tridharma 

Pasal 55 
Pelaksana Penunjang Tridharma 

(1) Pelaksana Penunjang Tridharma adalah unit-unit kegiatan penunjang program- 
program Tridharma dalam rangka meningkatkan kelancaran dan mutu 
pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Organisasi Penunjang Tridharma terdiri dari unit kegiatan akademik dan unit 
penunjang kegiatan akademik. 

 
Pasal 56 

Unit Kegiatan Akademik 
(1) Unit kegiatan akademik merupakan unit-unit layanan administratif di bidang 

akademik. 
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(2) Unit kegiatan akademik terdiri dari: 

a. Bagian Registrasi; 
b. Bagian Administrasi Pengajaran dan Ujian; 
c. Bagian Administrasi Pengimputan Nilai; 
d. Bagian Data dan Informasi; 
e. Bagian Administrasi Ijazah; 
f. Bagian Kemahasiswaan dan Alumi. 

(3) Unit kegiatan akademik yang meliputi: Bagian Registrasi, Bagian Administrasi 
Pengajaran dan Ujian, Bagian Administrasi Pengimputan Nilai, Bagian Data 
dan Informasi, dan Bagian Administrasi Ijazah dikoordinasikan oleh Kepala 
Biro Administrasi Akademik. 

(4) Unit Kegiatan akademik yaitu Bagian Kemahasiswaan dan Alumi 
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

(5) Fungsi, Tugas dan Wewenang Bagian Registrasi, Bagian Administrasi 
Pengajaran dan Ujian, Bagian Administrasi Pengimputan Nilai, Bagian Data 
dan Informasi, dan Bagian Administrasi Ijazah, dan Bagian Kemahasiswaan 
dan Alumi, ditetapkan dalam Peraturan Universitas. 

 
Pasal 57 

Unit Kegiatan Penunjang Akademik 
(1) Unit kegiatan penunjang akademik merupakan unit-unit administratif dan 

pelaksana teknis di bidang akademik. 

(2) Unit kegiatan penunjang akademik terdiri dari: 
a. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan; 
b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium; 
c. Unit Pelaksana Teknis Media dan Pengembangan Bahan Ajar; 
d. Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan Pusat Karier. 

(3) Fungsi, Tugas dan Wewenang Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Unit 
Pelaksana Teknis Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis Media dan 
Pengembangan Bahan Ajar, Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan Pusat 
Karier ditetapkan dalam Peraturan Universitas. 

 
Pasal 58 

Unit Kegiatan Non Akademik 
(1) Unit kegiatan non akademik merupakan unit-unit layanan administratif non 

akademik. 

(2) Unit kegiatan layanan non akademik terdiri dari: 
a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Promosi; 
b. Bagian Keuangan; 
c. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM); 
d. Bagian Sarana dan Prasarana; 
e. Bagian Umum; 
f. Bagian Kerjasama. 

(3) Unit kegiatan non akademik yang meliputi : Bagian Hubungan Masyarakat 
dan Promosi, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Bagian 
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Sarana dan Prasarana, dan Bagian Umum dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 
Bidang Non Akademik dan/atau Kepala Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan. 

(4) Unit Kegiatan non akademik yaitu Bagian Kerjasama dikoordinasikan oleh 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

(5) Fungsi, Tugas dan Wewenang Bagian Hubungan Masyarakat dan Promosi, 
Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Bagian Sarana dan 
Prasarana, Bagian Umum dan Bagian Kerjasama ditetapkan dalam Peraturan 
Universitas. 

 
Pasal 59 

Biro Administrasi Akademik (BAAK) 
(1) Biro Administrasi Akademik (BAAK) adalah Biro Administrasi yang 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik. 

(2) Biro Administrasi Akademik (BAAK) berfungsi membantu WR-I untuk 
melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 
pengelolaan kegiatan administrasi akademik. 

(3) Biro Administrasi Akademik (BAAK) membawahi Bagian Registrasi, Bagian 
Administrasi Pengajaran dan Ujian, Bagian Administrasi Pengimputan Nilai, 
Bagian Data dan Informasi, dan Bagian Administrasi Ijazah. 

(4) Biro Administrasi Akademik melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas 
dan fungsi yang dilaksanakan pada Bagian Registrasi, Bagian Administrasi 
Pengajaran dan Ujian, Bagian Administrasi Pengimputan Nilai, Bagian Data 
dan Informasi, dan Bagian Administrasi Ijazah 

(5) Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang 
bertanggung jawab kepada WR-I. 

 
Pasal 60 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Kepala Biro Administrasi Akademik 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

(2) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) paling lambat pada 
akhir bulan Mei. 

(3) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan 
administrasi akademik. 

(4) Memberikan teguran lisan tercatat kepada staf yang melakukan pelanggaran 
peraturan dan kode etik serta mengusulkan kepada Rektor melalui WR-I untuk 
menjatuhkan sanksi. 

(5) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional Biro 
Administrasi Akademik. 

(6) Dalam hal WR-I berhalangan Kepala Biro Administrasi Akademik 
berkewajiban mewakili sesuai kewenangannya. 
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(7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir 
semester dan/atau akhir masa jabatan kepada WR-I. 

 
Pasal 61 

Bagian Registrasi 

(1) Bagian Registrasi adalah unit kerja pelaksana kegiatan administrasi akademik 
dalam bidang registrasi mahasiswa. 

(2) Bagian Registrasi berfungsi membantu Kepala Biro Administrasi Akademik 
untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan 
dengan kegiatan pengelolaan registrasi mahasiswa. 

(3) Bagian Registrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Registrasi diatur dan 
ditetapkan dalam peraturan universitas 

 
Pasal 62 

Bagian Pengajaran dan Ujian 

(1) Bagian Pengajaran dan Ujian adalah unit kerja pelaksana kegiatan teknis, 
administrasi pengajaran dan ujian. 

(2) Bagian Pengajaran dan Ujian berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan teknis, 
administrasi pengajaran dan ujian. 

(3) Bagian Pengajaran dan Ujian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Pengajaran dan Ujian 

diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 63 
Bagian Administrasi Pengimputan Nilai. 

(1) Bagian Administrasi Pengimputan Nilai adalah unit kerja pelaksana kegiatan 
pelayanan administrasi akademik dalam bidang pengolahan nilai. 

(2) Bagian Administrasi Pengimputan Nilai berfungsi melaksanakan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan nilai. 

(3) Bagian Pengolahan Nilai dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Administrasi 
Pengimputan Nilai diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 64 

Bagian Data dan Informasi 

(1) Bagian Data dan Informasi adalah unit kerja pelaksana teknis yang 
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengolahan data serta penyajian 
informasi mengenai semua kegiatan Universitas Panca Sakti Bekasi yang 
mendukung pelaksanaan program-program Tridharma. 



32  

(2) Bagian Data dan Informasi berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi 
manajemen. 

(3) Bagian Data dan Informasi  dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Data dan Informasi 

diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 65 
Bagian Administrasi Ijazah 

(1) Bagian Administrasi Ijazah adalah unit kerja pelaksana teknis yang 
melaksanakan kegiatan persiapan, penyelenggaraan dan penyimpanan 
administrasi untuk keperluan penerbitan ijazah dan transkrip bagi lulusan. 

(2) Bagian Administrasi Ijasi berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan ijazah dan traskrip 
nilai. 

(3) Bagian Administrasi Ijazah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Administrasi Ijazah 

diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 66 
Bagian Kemahasiswaan dan Alumi 

(1) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit kerja yang melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan dan alumni. 

(2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni berfungsi melaksanakan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan 
alumni. 

(3) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Kemahasiswaan dan 
Alumi diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 67 

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan 

(1) Perpustakaan adalah unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan 
administrasi dan pelayanan perpustakaan. 

(2) Perpustakaan berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan administrasi dan pelayanan 
perpustakaan. 

(3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perpustakaan. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis 

Perpustakaan diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
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Pasal 68 
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 

(1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium adalah unit pelaksana kegiatan praktikum 
mencakup Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, Laboratorium 
Akuntansi, dan Praktikum mengajar. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 
berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan 
dengan pengelolaan kegiatan laboratorium. 

(3) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 69 

Unit Pelaksana Teknis Media dan Pengembangan Bahan Ajar 

(1) Unit pelaksana teknis media dan pengembangan bahan ajar adalah unit yang 
memiliki tugas dan wewenang melakukan pengembangan media dan 
pengembangan bahan ajar dalam rangka implementasi dari Kurikulum 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Pengembangan media dan bahan ajar meliputi media e-learning, media youtube 
serta media sosial lainnya.sehingga akan dihasilkan pembelajaran yang efektif 
dan efisien. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Media dan Pengembangan Bahan Ajar dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Media dan 
Pengembangan Bahan Ajar diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 70 

Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan Pusat Karier 

(1) Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan Pusat Karier adalah unit pelaksana 
teknis kegiatan penelusuran alumni, penyiapan bahan informasi lowongan kerja, 
pelaksana seminar, Pelatihan, workshop bimbingan karir untuk meningkatkan 
kemampuan beradaptasi lulusandengan lingkungan kerja 

(2) Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan Pusat Karier dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit. 

(3) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Treacer 
Study dan Pusat Karier diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 71 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
(1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah unit kerja yang 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umun dan 
keuangan. 

(2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) berfungsi membantu WR-II 
untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berkaitan 
dengan pengelolaan kegiatan administrasi umum dan keuangan 
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(3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) membawahi Bagian Hubungan 
Masyarakat dan Promosi, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia 
(SDM), Bagian Sarana dan Prasarana, dan Bagian Umum. 

(4) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengkoordinasikan terhadap 
tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada Bagian Hubungan Masyarakat 
dan Promosi, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Bagian 
Sarana dan Prasarana, dan Bagian Umum. 

(5) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dipimpin oleh seorang Kepala 
Biro yang bertanggung jawab kepada WR-II. 

 
Pasal 72 

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
Biro Administrasi Umum dan Keuangan 

(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan 
kegiatan administrasi umun dan keuangan. 

(2) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) paling lambat pada 
akhir bulan Mei. 

(3) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan 
administrasi umun dan keuangan. 

(4) Memberikan teguran lisan tercatat kepada staf yang melakukan pelanggaran 
peraturan dan kode etik serta mengusulkan kepada Rektor melalui WR-II untuk 
menjatuhkan sanksi. 

(5) Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional Biro 
Administrasi Umun dan Keuangan. 

(6) Dalam hal WR-II berhalangan Kepala Bagian Administrasi Akademik 
berkewajiban mewakili WR-II sesuai kewenangannya. 

(7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir semester 
dan/atau akhir masa jabatan kepada WR-II. 

 
Pasal 73 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Promosi 

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Promosi adalah unit kerja pelaksana teknis 
yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyajian informasi dan promosi 
mengenai semua kegiatan baik di dalam maupun di luar Universitas Panca Sakti 
Bekasi untuk mendukung pelaksanaan program Tridharma. 

(2) Bagian Humas dan Promosi berfungsi untuk melaksanakan tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan 
kepromosian. 

(3) Bagian Humas dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Promosi diatur dan ditetapkan dalam peraturan unversitas. 



35  

Pasal 74 
Bagian Keuangan 

(1) Bagian Keuangan adalah unit kerja pelaksana teknis kegiatan administrasi 
keuangan. 

(2) Bagian Keuangan berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan. 

(3) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Keuangan diatur dan 

ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 75 
Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 

(1) Bagian SDM adalah unit kerja pelaksana teknis kegiatan administrasi pengelolaan 
sumber daya manusia. 

(2) Bagian SDM berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. 

(3) Bagian SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Sumberdaya Manusia 

diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 76 
Bagian Sarana dan Prasarana 

(1) Bagian Sarana dan Prasarana adalah adalah unit kerja pelaksana teknis kegiatan 
merawat, memelihara, sarana dan prasarana fisik. 

(2) Bagian Sarana dan Prasarana berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana fisik. 

(3) Bagian Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Sarana dan Prasarana 

diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 

Pasal 77 
Bagian Umum 

(1) Bagian Umum adalah unit kerja pelaksana teknis kegiatan administrasi umum 
dan logistik. 

(2) Bagian Umum berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum dan logistik. 

(3) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Umum diatur dan 

ditetapkan dalam peraturan universitas. 
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Pasal 78 
Bagian Kerjasama 

(1) Bagian Kerjasama adalah unit kerja pelaksana teknis kegiatan administrasi yang 
berkaitan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dan 
instansi lainnya. 

(2) Bagian Kerjasama berfungsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kerjasama. 

(3) Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. 
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bagian Kerjasama diatur dan 

ditetapkan dalam peraturan universitas. 
 
 

Bagian Kelima 
Organisasi Non Struktural 

Pasal 79 

(1) Organisasi non struktural adalah organisasi yang diadakan dan dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan lembaga. 

(2) Organisasi non struktural terdiri dari: 
a. Senat Universitas ; 
b. Senat Akademik; 
c. Forum Dosen; 
d. Persatuan Karyawan; 
e. Senat Mahasiswa; 
f. Unit Kegiatan Mahasiswa; 
g. Ikatan Alumni. 

 
Pasal 80 

Senat Universitas 

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada 
Universitas Panca Sakti Bekasi, diangkat dan ditetapkan oleh ketua pengurus 
yayasan 

(2) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari: 
a. Rektor; 
b. Wakil Rektor Bidang Akademik; 
c. Wakil Rektor Bidang Non Akademik; 
d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; 
e. Dekan Fakultas; 
f. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu; 
g. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 
h. Wakil dosen. 

(3) Senat Universitas mempunyai tugas pokok: 
a. Merumuskan kebijakan  dan pengembangan perguruan tinggi; 
b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi; 
c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Universitas yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi; 
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d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi, atas pelaksanaan 
kebijakan yang telah ditetapkan; 

e. Memberi pertimbangan kepada pengurus yayasan berkenaan dengan calon-calon 
yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan 
memangku jabatan akademik di atas Lektor; 

f. Menegakkan norm-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. 
 

Pasal 81 
Senat Akademik 

(1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi pada Universitas Panca Sakti 
Bekasi di bidang akademik, diangkat dan ditetapkan oleh Rektor. 

(2) Keanggotaan Senat Akademik terdiri dari: 
a. Dosen yang ditunjuk Rektor  mewakili bidang ilmu yang diselenggarakan; 
b. Anggota-anggota ex-officio yaitu pejabat struktural Universitas minimal 

sampai dengan Kepala Bagian ; 
c. Dosen yang ditunjuk Ketua Senat Universitas untuk mewakili bidang ilmu 

lainnya sesuai kebutuhan ; 
d. Jumlah anggota Senat Akademik maksimal 13 orang. 

(3) Senat Akademik adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh Ketua Senat 
Akademik dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat. 

(4) Senat Akademik berfungsi mengusulkan berbagai kebijakan dan peraturan 
akademik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan 
program Tridharma. 

(5) Senat Akademik mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Mengusulkan rumusan kebijakan akademik; 
b. Mengusulkan rumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; 
c. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan di Universitas; 
d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengajuan 

jabatan akademik dosen sampai dengan jabatan Lektor. 
e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berknaan dengan penyelesaian 

pelanggaran akademik dan kode etik. 
f. Dapat membentuk komisi Akademik dan komisi Etis yang diatur dengan 

peraturan sendiri. 
 

Pasal 82 
Forum Dosen 

(1) Forum Dosen adalah wadah bagi dosen untuk menyalurkan gagasan/pendapat 
rasional dan objektif berkenaan dengan penyelenggaraan Tridharma perguruan 
tinggi melalui diskusi ilmiah dalam rangka pengembangan Universitas Panca 
Sakti Bekasi. 

(2) Forum Dosen dapat difungsikan melalui Ikatan Dosen atau forum lain sesuai 
di lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi dengan kebutuhan. 

(3) Pimpinan dan/atau kepengurusan Forum Dosen harus memperoleh persetujuan 
Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan. 
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(4) Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab uraian tugas dan tata tertib Forum 
Dosen diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan sendiri. 

 
Pasal 83 

Persatuan Karyawan 

(1) Karyawan sebagai tenaga administratif dan teknis merupakan unsur penunjang 
untuk mensukseskan pelaksanaan program Tridharma. 

(2) Persatuan Karyawan diterima dan diakui keberadaannya oleh pimpinan 
Universitas Panca Sakti Bekasi sebagai mitra kerja terutama dalam 
penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi. 

(3) Pimpinan dan/atau kepengurusan Persatuan Karyawan harus memperoleh 
persetujuan Rektor untuk diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. 

(4) Pejabat Struktural Universitas tidak diperkenankan menjadi pengurus 
persatuan karyawan. 

(5) Fungsi, wewenang dan tanggung jawab, uraian tugas dan tata tertib Persatuan 
Karyawan diatur dalam pedoman yang diterbitkan sendiri 

 
Pasal 84 

Senat Mahasiswa 

(1) Senat mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan berfungsi merencanakan 
dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa dan sebagai 
wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. 

(2) Senat mahasiswa mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan serta 
mengembangkan minat dan bakat, melakukan koordinasi kegiatan intra dan 
ekstra kurikuler serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, 
objektif, dan mengembangkan kemampuan managerial/soft skills mahasiswa. 

(3) Senat mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, 
Bendahara serta beberapa anggota senat mahasiswa yang bertanggung jawab 
langsung kepada WR-III. 

(4) Pengurus Senat Mahasiswa terpilih ditetapkan oleh Rektor. 
(5) Uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, masa bakti dan tata tertib senat 

mahasiswa diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri di bawah 
koordinasi WR-III. 

 
Pasal 85 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

(1) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang berfungsi melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan minat dan bakat di bidang olah raga, seni, 
budaya, kreativitas, dan kewirausahaan serta mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. 

(2) UKM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan latihan olah raga, seni, 
budaya, jurnalistik, komunikasi, informasi, dan koperasi menyelenggarakan 
pelatihan, seminar, workshop, dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan 
analisis dan soft skills di kalangan mahasiswa. 
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(3) UKM dapat terdiri dari bidang olah raga, Rohani, seni dan budaya, koperasi, 
fotografi, Jurnalistik dan Komunikasi, serta Himpunan Mahasiswa Program 
Studi. 

(4) UKM dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris, dan Bendahara 
serta anggota UKM yang bertanggung jawab kepada WR-III melalui Senat 
Mahasiswa. 

(5) Uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata tertib UKM diatur dalam 
sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri di bawah koordinasi WR-III. 

 
Pasal 86 

Ikatan Alumni 

(1) Ikatan Alumni merupakan wadah untuk menjalin komunikasi antar alumni, 
mengembangkan rasa persatuan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan, serta 
kepedulian sesama alumni guna membantu pembangunan/pengembangan 
Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Kepengurusan dan tata kerja ikatan alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga organisasi. 

(3) Fungsi, wewenang, tanggung jawab, uraian tugas, dan tata tertib alumni diatur 
dalam sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri di bawah koordinasi WR- 
III. 

Bagian Keenam 
Pengangkatan Pimpinan, Senat Akademik 

Pelaksana Akademik dan Tenaga Kependidikan 
Pasal 87 

Pengangkatan dan Masa Jabatan Rektor 
(1) Rektor dipilih dari calon-calon yang diusulkan dalam rapat/sidang khusus 

pemilihan Rektor, dihadiri paling kurang dua pertiga anggota Senat Universitas 
dengan suara mayoritas sederhana, yaitu lima puluh persen ditambah satu suara. 

(2) Calon-calon yang diusulkan memiliki persyaratan Jenjang Pendidikan Doktor 
(S3) dengan kepangkatan akademik paling rendah Lektor dan/atau Magister 
(S2) dengan kepangkatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dan telah 
menjadi dosen tetap Universitas. 

(3) Calon Rektor membuat proposal tentang pengembangan Universitas Panca 
Sakti Bekasi dengan mengajukan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk masa 
periode 4 tahun mendatang dan mempresentasikannya didepan rapat/sidang 
Senat Universitas. 

(4) Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan diusulkan oleh Senat Universitas untuk diangkat dan ditetapkan 
oleh Pengurus Yayasan. 

(5) Apabila calon Rektor yang diusulkan Senat Universitas tidak disetujui, maka 
Pengurus Yayasan Panca Sakti mempunyai kewenangan untuk menunjuk, 
mengangkat, dan menetapkan Rektor yang baru. 
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(6) Apabila dalam rapat/sidang Senat Universitas tidak berhasil memilih calon 
rektor, maka Pengurus Yayasan dapat menunjuk dan mengangkat langsung 
seorang Rektor. 

(7) Rektor dilantik oleh Pengurus Yayasan dalam satu upacara yang khusus 
diadakan untuk itu. 

(8) Masa jabatan Rektor adalah 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih serta diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut- 
turut. 

(9) Dalam hal Rektor berhalangan tetap karena sakit, dan alasan lain, maka Wakil 
Rektor I menjabat sebagai pejabat sementara Rektor. 

(10) Rektor yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 
baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pengurus Yayasan. 

(11) Tata tertib pencalonan dan pemilihan Rektor diatur dalam sebuah pedoman dan 
diterbitkan tersendiri. 

 
Pasal 88 

Pengangkatan dan Masa Jabatan Wakil Rektor 
(1) Wakil Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan 

usulan tertulis Rektor. 

(2) Calon Wakil Rektor yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang 
pendidikan Magister (S2) dengan kepangkatan akademik paling rendah Lektor 
dan telah menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit 
selama 3 tahun. 

(3) Wakil Rektor dilantik oleh Rektor dalam satu upacara yang khusus diadakan 
untuk itu. 

(4) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut- 
turut. 

(5) Wakil Rektor yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 
baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pengurus Yayasan atas usul 
tertulis Rektor. 

 
Pasal 89 

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dekan 

(1) Dekan dipilih dari dan oleh dosen tetap program studi dalam rapat khusus dosen 
di lingkungan fakultas. 

(2) Calon Dekan memiliki bidang ilmu sesuai/relevan dengan bidang ilmu 
dilingkup fakultas, dengan kepangkatan akademik paling rendah Lektor dan 
telah menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 
3 tahun. 

(3) Calon Dekan terpilih  disampaikan secara tertulis kepada Rektor. 
(4) Dekan diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dan dilantik dalam satu upacara 

khusus yang diadakan untuk itu. 
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(5) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(6) Apabila calon-calon Dekan yang diusulkan oleh rapat dosen tidak disetujui oleh 
Rektor, maka Rektor mempunyai kewenangan mengangkat dan menetapkan 
Dekan selain calon tersebut. 

(7) Dekan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 
dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rektor. 

(8) Tata tertib pemilihan Dekan diatur dalam aturan tersendiri. 
 

Pasal 90 
Pengangkatan dan Masa Jabatan Ketua Program Studi 

(1) Ketua Program Studi dipilih dari dan oleh dosen tetap program studi dalam 
rapat khusus dosen. 

(2) Calon Ketua Program Studi memiliki bidang ilmu sesuai/relevan dengan 
Program Studi dengan kepangkatan akademik paling rendah Lektor dan telah 
menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 
tahun. 

(3) Calon Ketua Program Studi terpilih disampaikan secara tertulis kepada Dekan 
untuk diteruskan kepada Rektor. 

(4) Ketua Program Studi diangkat dan ditetapkan Rektor dan dilantik dalam satu 
upacara khusus yang diadakan untuk itu. 

(5) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan 
diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan 
berturut-turut. 

(6) Apabila calon Ketua Program Studi yang diusulkan oleh rapat dosen tidak 
disetujui, maka Rektor mempunyai kewenangan untuk mengangkat Ketua 
Program Studi selain calon tersebut. 

(7) Ketua Program Studi yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rektor. 

(8) Tata tertib pemilihan Ketua Program Studi diatur dalam aturan tersendiri. 
 

Pasal 91 
Pengangkatan dan Masa Jabatan Sekretaris Program Studi 

(1) Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor 
melalui Dekan. 

(2) Calon Sekretaris Program Studi memiliki bidang ilmu sesuai/relevan dengan 
Program Studi dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor dan telah 
menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 
tahun. 

(3) Sekretaris Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dan dilantik 
dalam satu upacara khusus yang diadakan untuk itu. 
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(4) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih 
dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan 
berturut-turut. 

(5) Sekretaris Program Studi yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab dengan baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rektor. 

 
Pasal 92 

Pengangkatan dan Masa Jabatan 
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

(1) Kepala LPPM diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan. 

(2) Kepala LPPM dilantik oleh Rektor dalam satu upacara khusus yang diadakan 
untuk itu. 

(3) Calon Kepala LPPM yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang 
pendidikan S2 dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor dan telah 
menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 
tahun. 

(4) Calon Kepala LPPM membuat proposal untuk pengembangan lembaga yang 
akan dipimpin dengan mengajukan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk masa 
periode kepemimpinan. 

(5) Masa jabatan Kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali 
dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(6) Kepala LPPM yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rektor. 

 
Pasal 93 

Pengangkatan dan Masa Jabatan 
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

(1) Kepala LPM diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan. 

(2) Kepala LPM dilantik oleh Rektor dalam satu upacara khusus yang diadakan 
untuk itu. 

(3) Calon Kepala LPM yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang 
pendidikan S2 dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor dan telah 
menjadi dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 
tahun. 

(4) Calon Kepala LPM membuat proposal untuk pengembangan lembaga yang 
akan dipimpin dengan mengajukan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk masa 
periode kepemimpinan. 

(5) Masa jabatan Kepala LPM adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali 
dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(6) Kepala LPM yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 
baik dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rektor. 
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Pasal 94 
Pengangkatan dan Masa Jabatan Ketua Gugus Kendali Mutu 

(1) Ketua Gugus Kendali Mutu diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah 
mendapat usulan tertulis Kepala LPM. 

(2) Calon Ketua Gugus Kendali Mutu yang diusulkan memiliki persyaratan 
minimal jenjang pendidikan S2 di bidang kependidikan dengan kepangkatan 
akademik paling kurang Lektor dan telah menjadi dosen tetap Universitas Panca 
Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 tahun. 

(3) Masa jabatan Ketua Gugus Kendali Mutu adalah 4 (empat) tahun, dapat 
diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan 
berturut-turut. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Gugus Kendali Mutu diatur dan 
ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 95 

Pengangkatan dan Masa Jabatan Ketua Tim Kendali Mutu 

(1) Ketua Tim Kendali Mutu diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah 
mendapat usulan tertulis dari Kepala LPM. 

(2) Calon-calon yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang pendidikan 
S2 dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor dan telah menjadi 
dosen tetap Universitas Panca Sakti Bekasi paling sedikit selama 3 tahun. 

(3) Masa jabatan Ketua Tim Kendali Mutu adalah 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan 
berturut-turut. 

(4) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Kendali Mutu diatur dan 
ditetapkan dalam peraturan universitas. 

 
Pasal 96 

Pengangkatan dan Masa Jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian, 
Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

(1) Kepala Biro, Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT diangkat dan 
ditetapkan oleh Rektor atas usul tertulis Wakil Rektor. 

(2) Kepala Biro, Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT dilantik oleh Rektor 
dalam satu upacara khusus yang diadakan untuk itu. 

(3) Calon Kepala Biro, Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT yang 
diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang pendidikan S1 dan/atau 
memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. 

(4) Masa jabatan Kepala Biro, Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah 
4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi 
dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(5) Kepala Biro, Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT yang tidak dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dapat diberhentikan 
sewaktu-waktu oleh Rektor. 
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Bagian Ketujuh 

Pengangkatan, Pembinaan, dan Pengembangan Dosen 
Pasal 97 
Dosen 

(1) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Dosen Universitas Panca Sakti Bekasi terdiri dari: 
a. Dosen tetap; 
b. Dosen tidak tetap; 
c. Dosen tamu/ahli. 

 
Pasal 98 

Dosen Tetap 
(1) Dosen tetap diangkat dengan Keputusan Pengurus Yayasan atas usul dan 

pertimbangan Rektor. 
(2) Bekerja di Universitas dan tidak terikat kerja dalam status apapun dengan 

instansi lain baik pemerintah maupun swasta. 
(3) Melaksanakan kewajiban program tridharma yang setara dua belas sks per 

minggu atau sama dengan tiga puluh tujuh koma lima jam kerja per minggu dan 
mendapat imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan. 

(4) Dosen berstatus PNS yang dipekerjakan (DPK) di Universitas adalah dosen 
tetap yang mengikuti aturan pemerintah dan/atau Yayasan /Universitas. 

(5) Gaji yang diterima oleh dosen DPK adalah gaji dan tunjangan yang dibayarkan 
oleh pemerintah dan imbalan lain yang diberikan oleh Yayasan. 

(6) Tugas dan fungsi dosen tetap adalah melaksanakan program-program 
Tridharma. 

(7) Peraturan mengenai dosen tetap, uraian tugas, hak, dan tanggung jawab, tata 
tertib dan kode etik dosen diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan 
sendiri. 

 
Pasal 99 

Dosen Tidak Tetap 

(1) Dosen tidak tetap adalah dosen yang mengajar dan tidak ber home based di 
Universitas Panca Sakti Bekasi serta tidak terikat kewajiban mengajar sebanyak 
12 sks. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap dilakukan dengan Surat 
Keputusan Rektor dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas. 

(3) Dosen tidak tetap terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing. 

(4) Pengangkatan dosen tidak tetap, uraian tugas, hak dan kewajiban, tata tertib 
diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan sendiri. 
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Pasal 100 
Dosen Tamu/Ahli 

(1) Dosen tamu/ahli adalah seorang pakar yang diundang khusus untuk bidang 
tertentu dan dalam waktu tertentu. 

(2) Syarat untuk menjadi dosen tamu/ahli adalah mereka yang memiliki kualifikasi 
dan reputasi serta pengalaman yang baik dibidang tertentu atau pengalaman 
sebagai pimpinan di instansi pemerintah maupun instansi swasta berdasarkan 
kesepakatan kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau instansi pemerintah dan 
swasta tertentu. 

(3) Dosen tamu/ahli dapat terdiri atas warga negara Indonesia dan/atau warga 
negara asing. 

 
Pasal 101 

Persyaratan Dosen 

(1) Persyaratan pengangkatan dosen Universitas Panca Sakti Bekasi adalah: 
a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; 
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
c. Memiliki integritas kepribadian, loyalitas, sehat jasmani dan rohani; 
d. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat sejenis lainnya yang 

dibuktikan dari rumah sakit; 
e. Lulusan program magister dalam disiplin ilmu yang relevan dan berasal dari 

perguruan tinggi/Program Studi terakreditasi, untuk lulusan perguruan tinggi 
luar negeri disertakan SK penyetaraan dari Ditjen Dikti Kemdikbudristek; 

f. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) skor minimal 400 atau 
setara, dan kemampuan dasar akademik (TKDA) skor minimal 55; 

g. Lulusan program magister usia maksimal 50 tahun dan lulusan program 
doktor usia maksimal 56 tahun. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dosen diatur dalam pedoman yang 
diterbitkan tersendiri. 

 
Pasal 102 

Pembinaan dan Pengembangan Dosen 

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen merupakan tanggung jawab lembaga 
yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan demi 
mewujudkan kuantitas dan kualitas dosen yang ideal untuk mengembangkan 
program-program Tridharma. 

(2) Formasi dan kualifikasi serta jumlah dosen direncanakan dalam RENIP dan 
Renstra Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(3) Pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi dosen 
dapat dilakukan melalui beasiswa dengan ikatan dinas, baik beasiswa dari 
dalam maupun luar negeri, terbuka untuk semua dosen yang telah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan oleh lembaga. 

(4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi akademik dan profesional 
dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan lanjutan, penelitian dan 
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berperan sebagai penyaji atau peserta seminar, lokakarya, workshop, tingkat 
nasional dan/atau tingkat internasional. 

(5) Promosi dan peningkatan jenjang jabatan akademik dan kepangkatan dosen 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengembangan dosen diatur 
dengan pedoman yang diterbitkan sendiri. 

 
Pasal 103 

Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen 

(1) Jabatan akademik dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Jenjang jabatan akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor 
Kepala/Associate Profesor, dan Guru Besar/Profesor. 

(3) Jenjang pangkat dan golongan dosen adalah Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang III/b, Penata golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III/d, 
Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Pemina 
Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan IV/d, dan 
Pembina Utama golongan ruang IV/e. 

(4) Persyaratan pada setiap jenjang jabatan akademik dosen dan pangkat diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Kenaikan jabatan akademik, pangkat dosen dapat dilakukan setelah memenuhi 
syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 104 

Usia Pensiun Dosen 

(1) Dosen tidak memiliki jabatan akademik usia pensiun maksikmal 60 tahun. 
(2) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala/ 

Associate Profesor usia pensiun 65 tahun. 

(3) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor usia pensiun 70 tahun. 
(4) Dosen yang telah mencapai usia pensiun dan masih berprestasi serta 

dibutuhkan oleh lembaga, usia pensiun yang bersangkutan dapat diperpanjang 
dan diatur dalam peraturan tersendiri. 

 
Pasal 105 

Pemutusan Hubungan Kerja Dosen 
(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: 

a. Meninggal dunia; 
b. Pensiun; 
c. Atas permintaan sendiri; 
d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua semester 

karena sakit jasmani dan/atau rohani; 
e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen 

dan lembaga; 
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f. Menolak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik waktu maupun jumlah 
sks) yang ditugaskan oleh Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(2) Dosen dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai dosen 
karena: 
a. Melakukan pelanggaran berat peraturan Universitas, kode etik, dan/atau 

sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan/atau merusak nama baik 
lembaga ; 

b. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau 
lebih secara terus menerus ; 

c. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen 
dan lembaga. 

 
Pasal 106 

Pemutusan hubunga Kerja Dosen PNS 
Yang Dipekerjakan (DPK) 

(1) Dosen PNS DPK dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen 
tetap karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Pensiun; 
c. Atas permintaan sendiri; 
d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua semester 

karena sakit jasmani dan/atau rohani; 
e. Dosen yang bersangkutan dikembalikan ke LLdikti Wilayah IV karena: 

1) Atas permintaan LLdikti Wilayah IV; 
2) Menolak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik waktu maupun 

jumlah sks) yang ditugaskan oleh Universitas. 
(2) Dosen PNS DPK dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai 

dosen tetap karena: 
a. Melakukan pelanggaran berat peraturan Universitas, kode etik, dan/atau 

sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan/atau merusak nama baik 
lembaga; 

b. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau lebih 
secara terus menerus. 

 
Bagian Kedelapan 

Pengangkatan, Pembinaan, dan Pengembangan 
Tenaga Kependidikan 

 
Pasal 107 

Tenaga Kependidikan 

(1) Tenaga kependidikan adalah pelaksana teknis administrasi yang menunjang 
kelancaran pelaksanaan program-program Tridharma. 

(2) Tenaga kependidikan dikelompokkan atas dasar kualifikasi pendidikan, 
kemampuan, pengalaman, dan kualitas kerja dalam kelompok golongan I, II, 
III, dan IV. 
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(3) Setiap golongan tersebut pada butir (2) di atas terdiri atas empat jenjang 
kepangkatan yang ditandai dengan simbol huruf a, b, c, dan d. 

 
Pasal 108 

Pengangkatan Tenaga Kependidikan 

(1) Penerimaan dan pengangkatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan 
formasi dan berdasarkan hasil seleksi penerimaan pegawai. 

(2) Tenaga kependidikan diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul tertulis Rektor. 
(3) Syarat-syarat untuk dapat diterima dan diangkat sebagai tenaga kependidikan 

di Universitas dan/atau di Yayasan ialah mereka yang memiliki kualifikasi 
pendidikan paling kurang tingkat SMA/sederajat dan lulus dari ujian seleksi 
penerimaan pegawai. 

 
Pasal 109 

Pembinaan, Pengembangan Karier, Penghasilan dan Cuti 
Tenaga Kependidikan 

(1) Pembinaan dan pengembangan karier dan/atau peralihan jabatan dan kenaikan 
golongan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan keputusan Ketua Pengurus 
Yayasan atas usulan Rektor. 

(2) Formasi dan jumlah tenaga kependidikan direncanakan dalam RENIP dan 
Renstra Universitas. 

(3) Peningkatan dan pengembangan keterampilan vokasional dan/atau profesional 
dilaksanakan melalui program-program pelatihan dan/atau pendidikan lanjutan. 

(4) Peningkatan dan pengembangan karier tenaga kependidikan disediakan formasi 
melalui jenjang jabatan administrasi yang ada di Universitas dan/atau Yayasan. 

(5) Promosi tenaga kependidikan dapat dilakukan berdasarkan penilaian masa 
kerja, kinerja, loyalitas, integritas, dedikasi, pendidikan, dan ujian golongan. 

(6) Tenaga Kependidikan berhak untuk mendapatkan penghasilan berupa gaji dan 
penghasilan lainnya serta hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan. 

(7) Ketentuan mengenai pembinaan, pengembangan karier, jenjang jabatan, 
golongan, gaji dan penghasilan lainnya, dan hak cuti tenaga kependidikan 
diatur tersendiri dalam keputusan Ketua Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 110 

Usia Pensiun Tenaga Kependidikan 
(1) Usia pensiun tenaga kependidikan adalah 58 tahun. 

(2) Usia pensiun tenaga satuan pengamanan (Satpam) kampus adalah 58 tahun. 

(3) Tenaga kependidikan dapat dipensiunkan sebelum usia pensiun, apabila 
berdasarkan penilaian pimpinan menunjukkan kinerja yang kurang baik, atau 
kondisi fisik dan/atau mental yang tidak memungkinkan beraktivitas maksimal. 

(4) Tenaga kependidikan yang telah mencapa usia pensiun dan masih berprestasi 
dan dibutuhkan oleh lembaga, maka usia pensiun dapat diperpanjang paling 
lama untuk 2 (dua) tahun. 
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Pasal 111 
Pemutusan Hubungan Kerja tenaga Kependidikan 

(1) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Pensiun; 
c. Atas permintaan sendiri; 
d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua belas bulan 

karena sakit jasmani dan/atau rohani. 
e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara tenaga 

kependidikan dengan lembaga. 

(2) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak hormat karena: 
a. Melakukan pelanggaran berat peraturan Universitas , kode etik, dan/atau 

sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan/atau merusak nama baik 
lembaga. 

b. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau lebih 
secara terus menerus. 

c. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara tenaga 
kependidikan dengan lembaga. 

d. Menolak sebagian atau seluruh tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 
 

Pasal 112 
Pesangon Dosen dan Tenaga Kependidikan 

(1) Pesangon adalah balas jasa dalam bentuk finansial yang diberikan kepada dosen 
dan tenaga kependidikan sehubungan dengan adanya pemutusan hubunag kerja. 

(2) Pesangon yang dimaksud pada butir (1) di atas terdiri dari pesangon dosen tetap, 
pesangon dosen PNS (DPK), dan pesangon tenaga kependidikan. 

(3) Pesangon dosen tetap, pesangon dosen PNS (DPK) dan pesangon tenaga 
kependidikan diatur tersendiri dalam keputusan Ketua Pengurus Yayasan. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Penambahan dan Penutupan Program Studi, 

dan Pengembangan Kampus 
 

Pasal 113 
Penambahan dan Penutupan Program 

(1) Penambahan dan penutupan Program Studi, dapat dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja dan masyarakat pengguna, dan memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penambahan dan penutupan Program Studi, diusulkan oleh Rektor setelah 
mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan Pengurus 
Yayasan. 
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Pasal 114 
Pengembangan Kampus 

(1) Pengembangan kampus Universitas Panca Sakti Bekasi di lokasi lain dapat 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam penyelenggaraan 
tridharma, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengembangan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh 
Rektor kepada Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat 
Universitas. 

 
 

BAB X 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 
 

Pasal 115 

(1) Tata urut peraturan Universitas Panca Sakti Bekasi adalah: 
a. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan; 
b. Statuta; 
c. Keputusan Pengurus Yayasan; 
d. Peraturan Universitas; 
e. Keputusan Rektor; 
f. Peraturan Pelaksanaan; 
g. Petunjuk Pelaksanaan; 
h. Surat Edaran. 

 
Pasal 116 

(1) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan merupakan sumber peraturan 
tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat peraturan. 

(2) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang diterapkan dan disahkan oleh Ketua 
Pengurus Yayasan sebagai pedoman pelaksanaan operasioinal Universitas. 

(3) Keputusan Pengurus Yayasan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua 
Pengurus Yayasan Panca Sakti berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga 
Yayasan. 

(4)  Peraturan Universitas adalah aturan-aturan yang berlaku internal yang dibuat 
dengan surat keputusan bersama Ketua Pengurus Yayasan dan Rektor. 

(5) Keputusan Rektor adalah ketetapan yang mencerminkan kebijakan Rektor 
dalam melaksanakan program-program Tridharma berkaitan dengan organisasi, 
manajemen, dan sumber daya penunjang. 

(6) Peraturan pelaksanaan adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural 
sebagai peraturan pelaksana di atasnya. 

(7) Petunjuk pelaksanaan/ kebijakan teknis adalah penjabaran/penjelasan 
operasional dari surat keputusan Rektor. 

(8) Surat edaran adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor terkait dengan hal-hal 
yang bersifat teknis untuk mempertegas dan memperjelas ketentuan peraturan 
di atasnya. 
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BAB XI 
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

Pasal 117 
Sumber Pendanaan 

(1) Dana untuk biaya program-program Tridharma berasal dari mahasiswa 
(masyarakat) dalam bentuk: 
a. Biaya pengembangan pendidikan (BPP) tetap; 
b. Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) sks; 
c. Biaya administrasi lainnya; 
d. Sumbangan bentuk lainnya. 

(2) Yayasan Panca Sakti Bekasi 

(3) Bantuan (subsidi) pemerintah dalam bentuk: 
a. Dosen PNS yang dipekerjakan pada Universitas Panca Sakti Bekasi; 
b. Peralatan/perlengkapan; 
c. Beasiswa untuk mahasiswa dan dosen yang mendapat tugas belajar; 
d. Hibah/grant; 
e. Tunjangan sertifikasi Dosen 

(4) Lembaga swasta lainnya. 
(5) Bantuan dari masyarakat/donator dari dalam dan luar negeri dalam bentuk: 

a. Wakaf tanah dan/atau gedung; 
b. Perlengkapan dan peralatan; 
c. Uang tunai, hibah/grant, dan bantuan lain yang tidak mengikat baik dari 

dalam maupun luar negeri; 
d. Buku, jurnal, dll. 

(6) Usaha-usaha yang sah oleh Yayasan atau usaha lain yang profitable. 

(7) Unit-unit kerja Universitas Panca Sakti Bekasi yang menghasilkan pendapatan. 
 

Pasal 118 
Pengelolaan Dana 

(1) Dana yang bersumber dari mahasiswa (BPP tetap, BPP sks, dan lain-lain) atau 
usaha lain dikelola oleh Yayasan. 

(2) Dana yang bukan bersumber dari mahasiswa dikelola dalam rekening 
Universitas Panca Sakti Bekasi dan dialokasikan sesuai peruntukannya. 

(3) Pencairan dana yang berada dalam rekening Yayasan harus ditandatangani 
oleh Ketua Pengurus Yayasan dan Bendahara Yayasan. 

(4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas harus 
ditandatangani oleh Rektor bersama-sama dengan Bendahara Yayasan. 

 
Pasal 119 

Rencana Kerja dan Anggaran Pendidikan 

(1) Rektor Universitas Panca Sakti Bekasi berkewajiban menyusun Rencana Kerja 
dan Anggaran Pendidikan (RKAP) yang meliputi anggaran penerimaan dan 
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pengeluaran yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan operasional 
Universitas dan kemudian dijabarkan dalam anggaran setiap semester sesuai 
kalender akademik dan anggaran bulanan. 

(2) Rektor membentuk panitia anggaran yang dipimpin oleh WR-II dengan tugas 
untuk menyusun RKAP. 

(3) RKAP diserahkan kepada Pengurus Yayasan paling lambat akhir bulan Juni 
untuk dibahas dan mendapat pengesahan dari Pengurus Yayasan. 

(4) RKAP dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada 
tahun berjalan dan harus mendapat persetujuan Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 120 

Pertanggungjawaban Anggaran 

(1) Setiap realisasi penggunaan anggaran, unit-unit kerja wajib menyampaikan 
laporan dan bukti-bukti penggunaan anggaran kepada Bagian Keuangan 
selambat-lambatnya satu minggu setelah transaksi dilaksanakan. 

(2) WR-II wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran bulanan, 
semesteran, dan tahunan kepada Rektor kemudian disampaikan kepada Ketua 
Pengurus Yayasan. 

(3) Rektor wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 
akademik selambat-lambatnya bulan Oktober. 

(4) Pada akhir masa jabatan, Rektor wajib menyampaikan leporan 
pertanggungjawaban keuangan kepada Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 121 

Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi 

(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban 
Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas: 
a. akuntabilitas akademik; dan 
b. akuntabilitas nonakademik. 

(2) Rektor sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan universitas wajib 
mewujudkan Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi melalui pemenuhan atas: 
a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Universitas yang telah ditetapkan 

Yayasan; 
b. Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan 

mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. 
d. Laporan semester dan laporan tahunan melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi sesuai peraturan perundang undangan. 
(3) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan 

Penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan. 
(4) Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan setiap tahun 

kepada masyarakat. 
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BAB XII 
KODE ETIK 

Pasal 122 
(1) Kode Etik Universitas Panca Sakti Bekasi adalah kaidah yang berwujud aturan- 

aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku sivitas akademika dan 
tenaga kependidikan Universitas Panca Sakti Bekasi dalam berperilaku sehingga 
kepentingan masing-masing dapat terpelihara, dan terjamin hak dan 
kewajibannya. 

(2) Kode Etik yang berlaku di Universitas Panca Sakti Bekasi terdiri atas: 
a. Kode Etik Universitas; 
b. Kode Etik Dosen; 
c. Kode Etik Mahasiswa; 
d. Kode Etik Tenaga Kependidikan. 

(3) Kode Etik Universitas memuat kaidah yang mengikat semua pihak yang 
bernaung di bawah nama Universitas Panca Sakti Bekasi atau bertindak atas 
nama Universitas Panca Sakti Bekasi. 

(4) Kode Etik Dosen berisi kaidah yang mengikat dosen secara individu dan/atau 
berkelompok dalam melaksanakan kegiatan Tridharma. 

(5) Kode Etik Mahasiswa berisi kaidah yang mengikat mahasiswa secara individu 
dan/atau berkelompok dalam melaksanakan kegiatan akademik dan 
kemahasiswaan. 

(6) Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi kaidah yang mengikat tenaga 
kependidikan secara individu dan/atau berkelompok dalam menunjang 
penyelenggaraan Tridharma. 

(7) Kode Etik disusun oleh pimpinan Universitas. 

(8) Kode Etik sebagaimana tersebut di atas ditetapkan melalui surat keputusan 
bersama Pengurus Yayasan dan Rektor. 

 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Ketentuan Lain-lain 
 

Pasal 123 
Penyelesaian Perselisihan 

(1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak akan diselesaikan secara 
musywarah dan mufakat. 

(2) Bila tidak tercapai kesepakatan antar para pihak, akan diputuskan dalam rapat 
lengkap Yayasan Panca Sakti. 

(3) Apabila terjadi perselisihan internal dalam Universitas Panca Sakti Bekasi yang 
mengganggu kelancaran penyelenggaraan program-program Tridharma, 
perselisihan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan. 
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(4) Apabila pihak-pihak yang berselisih pada butir (3) di atas berkeberatan atas 
penyelesaian perselisihan tersebut, maka penyelesaian diserahkan kepada 
pengurus Yayasan Panca Sakti. 

 
Pasal 124 

Terlibat Perdata atau Pidana 

(1) Apabila ada pelanggaran hukum baik berkaitan dengan perdata maupun pidana 
yang terjadi/dilakukan di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas, 
melibatkan dan/atau oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, atau 
mahasiswa akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. 

(2) Selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pimpinan, dosen, tenga 
kependidikan, atau mahasiswa yang menjadi tersangka, dibebaskan sementara 
dari tugas-tugas di Universitas. 

(3) Penjatuhan sanksi secara tetap oleh Universitas kepada pimpinan, dosen, tenaga 
kependidikan, atau mahasiswa yang bersangkutan didasarkan atas keputusan 
pengadilan. 

(4) Konsekuensi penilaian kinerja dan keuangan bagi pimpinan, dosen, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan 
ditetapkan dalam Peraturan Universitas. 

 
Pasal 125 

Penyelesaian Melalui pengadilan 
(1) Proses penyelesaian perselisihan secara hukum dilakukan melalui Pengadilan 

Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat di kota Yayasan 
berdomisili yaitu Bekasi. 

(2) Biaya yang berkaitan dengan proses pengadilan untuk membela kepentingan 
lembaga yang memerlukan penasihat hukum ditanggung oleh Yayasan. 

 
Pasal 126 

Penegakan Aturan dan Kode Etik 

(1) Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diduga melanggar 
peraturan internal, kode etik, perjanjian dengan Universitas, diproses melalui 
prosedur sesuai dengan ketentuan, peraturan internal, dan kode etik. 

(2) Dosen dan mahasiwa yang diduga melakukan pelanggaran, diberi hak membela 
diri di sidang Komisi Etik Senat Akademik, sedangkan bagi tenaga kependidikan 
diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. 

(3) Mereka yang terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah setelah melalui proses 
penyelidikan yang adil dan objektif oleh Komisi Etik Senat Akademik akan 
diberikan sanksi sesuai dengan keputusan Rektor. 

(4) Mereka yang terbukti tidak bersalah setelah melalui proses penyelidikan, 
direhabilitasi nama baiknya dan dipulihkan haknya. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 127 
Pengesahan Statuta 

Statuta ini dinyatakan sah dan berlaku bila telah ditetapkan dengan surat keputusan 
Ketua Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 128 

Perubahan Statuta 

(1) Perubahan atau amandemen statuta dapat dilakukan bila terjadi perubahan 
peraturan perundang-undangan dan/atau ada hal-hal lain yang dianggap penting 
untuk dilakukan perubahan. 

(2) Perubahan atau amandemen statuta dilakukan melalui mekanisme rapat 
pengurus yayasan dengan pimpinan universitas. 

(3) Hasil Perubahan atau amandemen statuta disampaikan oleh pengurus yayasan 
kepada kepala LLDIKTI Wilayah 4 dan instansi terkait lainnya. 

 
Pasal 129 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam keputusan 
pengurus Yayasan dan/atau peraturan Universitas dan/atau keputusan rektor 
sebagai penjabaran dan pedoman pelaksanaan teknis yang tidak bertentangan 
dengan statuta dan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
semua warga dalam lingkungan Universitas;. 

(3) Dengan ditetapkannya statuta ini, maka statuta yang ada sebelumnya dan semua 
peraturan yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

Bekasi, 14 November 2023 
Tim Penyusun Revisi 

Ketua, Sekretaris, 
 
 
 

Dr. Ir. Supriyadi, M.Pd. Drs. Sudi Suhardjo, M.M. 
Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala Tata Usaha Yayasan 

Menyetujui, 
 
 
 

Zaharuddin, S.E., M.M., Ph.D. 
Rektor 
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D itetapkan di Bekasi 
Tanggal 15 November 2023 

Oleh 
Ketua Pengurus Yayasan Panca Sakti Bekasi 

 
 
 

Drs. Nursal,  M.M. 
 
 

Asli statuta ini dicetak 2 eksemplar (masing2 untuk rektor dan yayasan) 
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